MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGER] REPUBLIK INDONESIA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 avat (2)

Peraturan Pemerintah Nomeor 16 Tahun 2018 tentang Satuan
Polisi Pamong Pruja seria dalam rangka penyvempumaan
terhadap standar operasional prosedur penvelengearaan
ketertiban umum dan ketenternman masyarakat, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar
Operasional Prosedur Satian Polisi Pamong Praja dan Kode
Etik Polisi Patmong Praja;

1.  Pasal 17 ayat (3} Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomaor 4916);

3. Undang-Undang WNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesin Nomor 5587) sehagaimana
teluh beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & Tabun 2023 ifentang Penctapan
Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjn Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembarun Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

5. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang
Eementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

-

Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2022
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementenan
Palam Negen [Berita Negara Republik Indonesin Tahun
2022 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA.

BAR ]
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri im vang dimaksud dengan:

Pemerintah Dacrah adalah kepala dacrah sebagal unsur
penyclenggara Pemerintahan Daemh yang memimpin
pelaksanaan wrusan  pemerintahan  vang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Peraturan Dacrah Provinsi atau nama lainnya dan
Peraturan Daersh Kabupaten/Kota atau nama lainnva,
yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan
perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujunn bersama
kepala daerah.

Peraturan  Kepaln Dacrah vang  selanjutnva disebut
Perkada adalah persturan gubernur danjfatau peraturan
bupat/wali kota.

Sarmuan Polisi Pamong Praja vang selanjutnva discbur
Satpol PP adalah perangkat dacrah vang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan Perkada, menvelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman seTin
menyelenggarakan pelindungan masyarakat

Polisi Pamong Praja vang selanjutnya disebul Pol PP
adalalh anggota Satpol PP scbagni aporat Pemernintah
Dacrah vang diduduki oleh pegawai negerd sipil dan diberd
tugns, tanggung jawab dan wewenang scsunl dengan
peraturan perundang-undangsn dalam penegakan Perda
dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masvarakat.

Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya
disebut SOP Satpol PP adalah petunjuk tertulis mengenai
prosedur dalam rangka menegakkan Perda dan Perkada,
menvelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

Kode Etk Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Kode Etik Pol PP adalah norma atau nilal dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang berdasarkan
Panca Wira Satyva Pol PP.

Petugas Tindak Intermnal yang selanjutnya disingkat PTI
adalah Pol PP yang dibenkan tugas dan tanggungawab
untuk membantu pelaksanann pembinaan, pengnwasan
internal dan penegakan Kode Etik Pol PP
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9. Majelis hode Etik Polisi Pamong Praja yang sclanjutnya
disebut MKE Pol PP adalah tim yang bersifat ad hoc yang
dibentuk untuk melaksanakan penegakon Kode Etik Pol
PP

10, Menten adalah Menleri yvang menvelenggarakan urusan
pemenntahan dalam megon.

BAB I1
SOP SATPOL PP

Pasal 2
Satpol PP dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewendng
dilakukan secara humanis, persuasif, legas, serta mengacu
kepada SOP Satpol PP,

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan pencégakan Perda dan  Perkada
dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP yang meliputi:
a.  SOP penegakan Perda; dan
b. SOP penegakan Perkada.

(2] Penyelenggarann ketertiban umum dan Ketenteraman
masyarpkat dilaksanakan sesuai dengan SOP Satpol PP
vang meliputi:

a.  SOP detcksi dan cegah dind;

b. SOP pembinaan dan penvuluhan:

c. S0P patroli;

d. S0P pengamanan;

e. SOP pengawalan;

- SOP penerithan; dan

g SOP penanganan unjuk rase dan kerusuhan massa.

(3] SOP Satpol PP sebagnimana dimaksud pada avat (1) dan
aval (J) rercantum’ dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidek 1erpisahkan darl Peraturan Menteri ini

Pasal 4

(1) Pettimjuk Teknis S0P Satpol PP provinsi  dan
kabupalen/kola diatur dengan Perkada vang berpedoman
paca Peraturan Menleri ini.

(2) Perkada sebagaimana dimaksud pacds ayat (1) dapat jugs
memual standar operasional prosedur pendukung sesuai
dengan kebutuhan dan  karakteristik  masing-masing
daerah.

BAB I
KODE ETIK POL FP

Pasal 5
(1} Pol PP wajib menjunjung tinggy Kode Etik Pol PP
(2] Kode Etik Pol PP schagaimana dimaksud pada ayar (1)
harus melekat pada setiap diri anggowa Satpol PP scsuai
tugns, fungsi, dan wewenang Satpal PP.

Pasal &
Kode Etk Pol PP bertujuan:,
a. sebagni sumber nilal Pol PP dnlam kehidupan berbangsa
dan bernegara, berorganisas:, serta bermasvarakat
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b. memberikan pedoman dan batasan bag angeota Satpal PP
dalam pelaksanaan tugas, fongsi, dan wewenang;

¢. mewwudkan Pol PP vang profesional dan berintegritas
dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang: dan

d. mendukung sussana kerja vang harmonis dan kondusii
dalem rangkn meningkatkan profesionalitas, kualitas, dan
kinerja Pol PP.

Pasal 7
kode Etik Pol PP dibangun berdasarkan Panca Wira Satva Pal
PP,

Pasal 8

Panca Wira Satva Pol PP scbagaimana dimaksud dalam Pasal

Vo yaltu:

A, sctin kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
herdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

b. scun kepada Pemerintahan yang sah;

. pereckat bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan
bangsa,

d. menjunjung tngg kejujuran, kebenamn, dan nilai-nilai
budaya: dan

c. patuh dan tasy dalam melaksanakan, serta menegakkan
peratumn perundang-undangan.

Pasal 9
Kode Etik Pol PP sebagiomana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1)
mieliputi
g etilka kepribadian:
b eliks berorganisas
. ctika bermasvarakal, dan
d. etila berbangea dan bermegara,

Pasal 10

Etika kepribadian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf

a meliputi: '

8. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. menjunjiing tinggi hak asasi  manusia  dan
nondiskriminasi;

¢ menghindari  konflik kepentingsn  pribadi, kelompok,

maupiun golongan;

meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;

bersikap jujur, humanis, adil, disiplin, berani, dan

tanggung jawab;

memelihara keschatan jasmani dan roham;

menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;

berpakaian tnp dan sopamn;

birdak MCNgRONSUIMS, mengedarkan, dan/amu

menyvalahgpunakan narkotika, psikoturopika, dan za1 adiktif

lainnya;

J- tidak  menganut  dan menvebarkan  agama  dan
kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah;

k. udak mempengarubl/memaksa orang  lain untok
mengikuts dan memperciavil agama dan Kepercavaanny:

I uwdek bersikap dan berperilaku vang dapat mencoreng
citrn dam martabat Satpol PP,

a

x|
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ticduk bergabung ke dalam komunitas virtual dan/atay non
virtual vang dilarang peraturan perundang-undangan;
tidek membuat dan/atau  menyebarluaskan  konten
pornografi dan berita bohong/hoaks;

menjagn dan menghargat privasi baik untuk din sendin
maupun orang lein; dan

lidak mengumbar kegintan pribadi diluar 1ugas secara
berlebihan,

Pasal 11

Etika berorganisasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 9
Rurul b meliputi:

Al

bekeria sesudl dengan visi dan misi pemerintah daerah’
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang- perundangan;

menjunjung tingel kehormatan institusi atau organisas; di
atas kepentingan pribadi atau golongan;

menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, serta tidak
memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak
benar; _

menempatkan diri sesual dengan kedudukannya dalam
berorganisasi;

mampu bekerja suma antar Pol PP, perangkat dacrah, dan
instansi terkait untuk mencgakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarskan ketertiban umum dan ketenteraman
serta menyelenggarakan pelindungan masyarakart;
menyampaikan  keluhan atan pengaduan vang
berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
menciptakan dan  memelibara  suasana  kerja  vang
kondusif;

bekerja vdak melampaul kewenangan dan sesum dengan
ketentuan  peraturan perundang-undangan serta
dilnksanakan dengan penuh tanggungjiawab;

menjunjung tinggl motto praja wibawa;

tidak melokukan serta tidak menvuruh meldkukan atau
turut serta  melakukan  korupsi,  kolusi, nepatisme,
dan/atau gratifikasi;

menyebariunskan informasi yang benar tentang Satpol PP
dan institusi terkait; '
melaksanakan perintah  kedinasan  yang  merupakan
tugas, fungsi, dan tanggung jawab scrta wewenangnya,
tidak menyalahgunakan kewenangan cdalam
melaksanakan tugas kedinasan serta tidak melakukan
pungutan liar saat melakukan operasi;

melaksanakin tugas berdasarkan perintah kedinasan dani
pejabat  vang berwenang sesuni dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

tidak menjadi angeota atau pengurus partai politik.

Pasal 12

Etika bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf ¢ meliputi:

1.

b,

menjaga, memelihar, dan meningkatkan rasa tenteram
bag masyarakal:

menjunjung tingg norma agama, norma sosisl dan adnt
istimtdut vang hidup dan berkembang di masyarakat;
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menghormati dan menjaga kerukunan masvarakat;

memberikan pelayanan sesual dengan standar pelayanan

vang telah ditetapkan;

e. melaksanokan  tugas dengan beronentasi  pada
diterimanya layanan oleh masyarakat, dengan letap
mengedepanknn sikap humanis, persuasif, tegas, dan
tidek menggunakan kekerasan;

.  ndak mencar kesalahan masvarakat saat melakukan
Dperasi,

g. tidek mempersulit masvarakat! vang  memburuhboon
pelindungan, pengavoman, dan pelavanan; dan

h. tidak merugikan orfang lain balk materiil dan imatetiil

dengan cara melakukan penipuan melaiui media sosil.

an

Pasal 13

Etika berbangsa dan bernegara schagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 huruf d meliputi:

a.  twrutl serta memelihara msa persatuan dan kesatuan
bangsa Indonesia;

b. mengutamakan keépentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau kelompok dan/atau golongan;

¢. menghormati  dian menjunjung tinggl  toleransi
keberaganman suku, ras, agama, adnt istladat, dan nilni
hudayva di Indonesin:

d. menanamkan pemahaman terhadap ideolog dan wawasan
kebangsaan vang berpedoman Kepadsa Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

e. tidek terlibat dolam gerakan atau organisasi vang
bertwuan  untuk  mengganggu, menentang,  atau
mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negnrs
Republik Indonesia Tahun 1945; dan

.  tdak terlibat dalam perakan atau orpginisasi  vang
Bertujuan untuk menenting pemerintithan vang sah_

BAB IV
PTI DAN 'MRE POL PP

Pasal 14
Dalam menegakkan Kode Etik Pol PP, kepala Satpol PP dibantu
oleh PTI dan MKE Pol PP.

Bagian Kesatu
PTi

Paragral |
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 15

(11 Dalam pelaksanannm pembinann, pengawasan internal dan
penegakan Kode Euk Pol PP, kepala Satpol PP dibantu oleh
PTi.

(21 PTI sebagaimana dimnksud pada ayat (1) dipipmpin olch
Pejabat Pengawns/JFT Pol PP Ahli Muda/PPNS pangkat
tertingg selaku komandan dan JFU LJFT panghkat tertinggi
dibawah komandan sclaku wakil komandan,
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()

1)

12)

(3)
(4)

(i

(2]

[3)

-

Anggota PTl schagaimans dimaksud pada avacr (1)
merupakan JFU /JFT paling banvak 10% fsepuluh persen)
dari jumiah Pol PP.
PT1 sebagaimana dimaksud pads ayar (1) paling sedikit
mempunyal syarat:

n.  PNS pada SBatpol PP;
b, disiplin;

¢. beretika; dan

cl.

schat jusmani dan rohani.

Paragral 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

P11 scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas:

W membantu Kepala Satpol PP dalam pengswasan,
pembinaan dan penegakan Kode Etik Pol PP;

h. melakukan proses pemeriksaan pendahulyan atas
dugaan pelanggaran dalam bentuk berita acara
pemeriksaan;

¢, membual dan menyampaikan laporan pemeriksaan
pendabuluan atns dugaan pelanggaran Kode Etik Pol
PP kcpada kepala Satpol PP,

d. melakukan pelaporan dan  evalussi  werhadap
pengawasan, pembmaan dan penegakan Kode Etk
Pol PP; dan

e.  mugas lain vang dipeérintahkan oleh kepala Satpol PP
sesuii dengan  Ketentusn  peraturan  perundang-
undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), PTI berwenung melakukan pembinaan,

pengawasan, pemeriksaan serta menghadirkan pelanggar

Kode Etik Pol PP,

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya PI1 tidak

diperbolehkan melakukan penangkapan dan penahanan.

Pengaturan lebih lanjut mengenal PT1 ditetaphan oleh

kepala Satpol PP,

Bagian Kedua
MKE

Paragraf |
Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 17
Gubernur dan  bupat/wali  kola sesuai  dengan
kewenangannya membentuk MKE Pol PP provinsi dan
MKE Pol PP kabupaten/kota.
Pembentukan MKE Pal PP provinsi dan MKE Pol PP
kabupaten/ kata dapat didelegasikan kepada kepalo Satpol
PP provinsi dan kepala Satpal PP kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangannyvi
Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
oleh pejabat tingei pratamu dan/fatay terdapat konflik
kepentingan, pembentukan MKE Pol PP tidak dapat
didelegasikan.
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(4) Format pembentukan MKE Pol PP schagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yung merupakan
bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Menteri ini.

Pasal 18
keanggotann MKE Pol PP berjumlah gamil dengan paling sedikn
terdint atas 3 (tiga) orang dan paling banvak terdivi atas S [lima)
orang dengan susunan:
a. sckretaris Satpol PP sebagai ketua merangkap anggota;
b kepala sub bagiun vang membidangi kepegawalan pada
Satpol PP scboagai sckretaris merangkap unggota; dan
¢ 1 [satu) orang dtau 3 (tigs) orang sebagai kepala bidang
pada Satpol PP scbiapai anggota,

Pasal 19

PDalam hal dugaan pelanpgaran Kode Euk Pol PP dilakukian oleh

pecjabat tinggi pratama, keanggotaan MKE Pol PP berjumlah

ganjll dengan paling sedikit terdiri atas 3 {tiga) orang dan paling
banyak terdiri atas 5 {lima) orang dengan susunan:

a. sckretaris deerah sebagai ketua merangkap ungeota;

b, 1 (satu) orang yang berasal dani unsur asisten pada
sekretariat. daergh yang mengoordinasikan  perangkat
dacrah vang membidang kepegawaian schagai sckretans.
merangkap anggota; dan

¢c. 1 (satu) crang atau 3 (Hga) orang vang berasal dam unsur
perangkat daerah yang membidangl kepegawaian dan
pengawiasan sebagai anggota.

Paaal 20
Jabatan ketun MKE Pol PP tidak boleh lebih rendab dart
jnbatan Pol PP vang diperiksa.

Pasal 21

Anggota MKE Pol PP memiliki kriteria:

a. tidak menjadi Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP,

b. nhdak pernabh mendapatkan sanksi pelanggaran Kode Etik
Pal PP, hukuman disiplin, atau sanksi pidana; dan

e, tidak memiliki konflik kepentingan dengan Pol PP vang
diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP,

Paragral Kedus
Tugas

Pasal 22

MEE Paol PP bertugas:

a. melakukan sidang pelanggaran Kode Euk Pol PP;

h.  memangg! dan memenksa Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Eiik Pol PP; '

c. meminta keterungan dan pihak lain atau pejabat lain vang
dipandang perlu;

d.  mendengarkan pembelaan din dari Pol PP vang diduge
melakukan pelnnggaran Kode Etik Pol PP;

¢. menctapkan keputusan sctelah memeriksa Pol PP vang
didugn melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP,
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memberikan rekomendasi kepada pimpinan unit kerja jika
menemukan indikasi pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan
menyusun laporan hasil penanganan dugaasn pelanggaran
Kode Etik Pol PP.

BAB V

PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

(1)

(2

(3)

(4

(1)
(2)

3

(1

(2)

Pasal 23
Dugsan pelanggaran Kode Etik Pol PP diperoleh dari
lnporan pengaduan secara lisan thaupun tertults, bailk
secara langsung maupun tidak langsung olel ASN di
lingkungan pemerintah deernh, pihak lain, dan atau
masyvarakat vang berasal dari berbagai sarana pengaduan
pemierintishan daerah vang selanjutnva diteruskan kepada
Satpol PP, '
Penerimaan laporan pengaduan dugsan pelanggaran Kode
Etk Pol PP scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh unit layanan pengaduan yang ada di
Satpol PP-untuk dapal diproses lebih lanjut.
Dalam hal unit layanan pengaduan vang ada di Satpol PP
belum terbentuk, penenmaean laporan pengaduoan dugaan
pelangzaran Kode Etik Pol PP dilaksanakan oich
sekretaridl vang ada di Satpol PP.
Laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat: _
a. enis dugsan peianggaran Kode Etik Pal PP;
b. wdentitas pthak vang melaporkan dugaan pelanggaran
Kode Etik Pol PP;
c. nama dan jabatan Pol PP yang diduga melakukan
pelangenran Kode Etik Pol PP;
d.  bukti/dokument pendukung danjfsatau saksi yang
mengetahui erjadinya dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP; dan

#. waktu dan tompat Kejadian.

Pasal 24
Setiap laporan pengnduan dugaan pelangearan Kode Etik
Pol PP ditindaklanjuti oleh kepala Satpol PP.
Dalam menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kepala Satpol PP menugaskan PTI
untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP,
Penugasan kepada PTI sebagaimana dimaksud pada ayvat
(2) dilakukan berdasarkan sumt penugasan yang
diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
::;nguﬁmn diterima olch unit layanan pengaduan Satpol

Pasal 25
Setelah menerima  penugasan sehagaimans  dimuaksud
dalam Pasal 24 ayar (3), PT1 melakukan pemeriksaan
g;ﬂdﬂhﬁ_]ﬂﬂn terhadap dugaan pelanggaran Kode Euk Pol
Hasil pemenksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara



(3)

(i

12)

(3)

(1)

(2]

(3

{4)

{59

(2

o ks

pemeriksaan pendiahulusn dan disampaikan  kepada
kepala Satpol PP paling lambat 3 (tiga) Eri kerja sejak
diterimanyu sural penugasan.

Format berita acara pemeriksaan  pendahuluan
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tdak terpisahkan dari
Peraturan Menten in.

Pasal 26
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat [2) tidak
ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, kepala
Sutpol PP menvampaikan kepada pihak vang meluporkan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP secara tertulis,
Dalam hal pada berita acara pemeriksaan pendahuluan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 avat (3) ditemukan
dugaan pelanggaran Kode Etik Pol PP, dilakukan
pemmbentulkan MKE Pol PP,
MEKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada avat (2) dibentuk
paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 27
Dalam hal dugaan pelunggaran Kode Etik Pol PP dilakukan
oleh pejabat tinggi pratama, gubernur dan bupati/wali
kit sesual dengan kewenangannya menugaskan kepala
perangkat daerah yang membidang kepegawaian provinsi
dan kabupaten/kotsa untuk melakukan pemeriksaan
pendahuluan.
Penugasan kepada kepala perangkat dacrah vang
membidangt  kepegawaisn  provinsi dan/atau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilakukan berdasarkan surat penugasan yang ditetapkan
paling lambat 2 {dua) hari kerjo sejak diterimanva laporan
dugaan pelunggaran Kode Etik Pol PP
Dalam hal ditemukan dugesn pelanggaran Kode Etik Pol
PP berdasarkan hasil pemeriksaan  pendabulusn
schagaimana dimaksud pada avat (1), dibentuk MEKE FPal
PP,
Dalam hal tidak ditemukan dugaan pelanggaran Kode Etik
Pol PP berdasarkan hasil pemeriksaan pendahulunn
sebagaimana dimaksud padn ayat (1), kepala perangkat
dacrah  yang membidangi kepegawaian melapotkan
kepada  gubernur  dan  bupati/wali  kota  serta
menvampaikan kepada pihak vang melaporkan dugaan
pelanggaran Kode Etik Pol PP
MKE Pol PP sebagaimana dimaksud pada avat (3) dibentuk
paling lambat 3 (tiga| hari kerda scjak penerimaan laporan
pengaduan.

Pasal 28
MKE Pol PP memeriksa dan memutus dugaan pefanggaran
Kode Etik Pol PP pada persidangnn paling lambat 5 (lima]
hari kerja setelah dibentuk
Dalam memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran
Kode Erik Pol PP sebagaimana dimaksud pada avat (1),
MRKE Pol PP menerapkan asas pratugs tak bersalah.
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Pemenksaan MKE Pol PP schagaimana dimaksud pada
ayal (1] bersifat rahasia, tertutup dan dipimpin oleh ketua
MKE Pnl PP.

Sekretanis MKE Pol PP mencatat dan mengarsipkan hasil
Jjalannya persidangan MKE Pol PP,

Pasal 29
Dalam perswdangan MKE Pol PP melakukan pemeriksaan
terhadap:
. saksi

b. Pol PP yang dilaporkan melakukan perbuatin
pelanggaran Kode Etik Pol PP; dan/atay

c. dekumen atsu alat bukti lainnya.

Saksi scbagaimana dimaksud pada ayvat (1] huruf a

merupakan pihak vang mengetahul, mendengar, melibat,

dan/atau melaporkan dugsan perbuatan pelanggaran

Kode Etik Pol PP.

Pasal 30
Pal PP vang dilaporkan melankukan perbuatan pelanggamin
Kode Etik Pol PP berhak mengajukan pembelaan din dan
saksi vang meringankan.
MEKE Pol PP mempertimbangkan untuk menenma atau
menoiak saksi vang meringankan schagaimana dimaksud
pada ayat {1).

Pasal 31
Datam melakukan persidangan schagaimana dimaksud
dalam Pasal 28, MKE Pol PP melakukan pemgngeilan
secara tertulis kepada Pol PP yang diduga melakukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP paling lambat 2 (dua) hari
ket sebelum persidangan,
Dalam hal Pal PP vang didugs melakukan pelanggaran
Kode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan
persidungan sebagdimana dimaksud pada avat (1),
dilnkukan pemanggilan kedua secara Lertulis dalam waktu
paling lama | (satu] hari kerjs sejuk tanggal vang
bersangkutan scharusnya diperiksa pada pemanggilan
pertami.
Dalam hal Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran
Kaode Etik Pol PP tidak memenuhbi pemanggilan kedua,
MKE Pol PP melakukan persidangan dengan memeriksa
pengaduan, temuan atau laporan berdasarkan alat bukti
dan keterangan vang ada.
Dalam hal Pol PP yang didugs melakukan pelanggaran
hode Etik Pol PP tidak memenuhi pemanggilan kedua,
MEKE Pol PP memenksa dan memutus dugasan pelanggaran
hode Etk Pol PP tanpa kehadiran Pol PP vang didugs
melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP,
Format surat pemanggilan MKE Pal PP sebagnimana

dimaksud pada ayal (1) tercantum dalam Lampiran vung

merupakan bagian tidek terpisahkan dari Peraturan
Mentern in.
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Pasal 32
Format tata cira persidangan MKE Pol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Menten
ini.

Pasal 33
(1] Keputusan MKE Pal PP ditetapkan secara musyawarah
mufakat.
(2] DPalam hal musyawarah mufakar sebagaimann dimaksud
pada avat (1) udak tercapai, keputusan ditetapkan dengan
suara terbanyvak.
(3) Keputusan MKE Pol PP bersifat final dan mengikat.
(%) MKE Pal PP harus membuat keputusan pdling lambat
7 [tujuh) hari kerja sejak dimulai persidangan.
(3)  Keputusan MEE Pol PP paling sedikit memuat pernyataan:
a. Pol PPyang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Pol PP terbukti melakukan pelangearan Kode Etik Pol
PP dengan mencantumkan ketentuan mengenai jenis
Kode Etik Pol PP vang dilanggar dan bentuk sanksi
vang dijatuhkan; atau

b.  Pol PP yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Pol PP tidak terbukt melakukan pelanggaran Kode
Etik Pol PP dan pemulihan nama baik Pol PP.

(6) Keputusan MKE Pol PP dibacakan di persidangan vang
dihadiri pleh Pol PP yang diduga melakukan pelangearan
Kode Etik Pol PP.

(71 Dalam hal Pol PP vang diduga melakukan pelanggaran
RKode Euk Pol PP tidak hadir, keputusan MKE Paol PP tetap
dibacakan dalam persidangan.

IB)] Format keputusan MKE Pol PP schagaimana dimaksud
pada avat [5) tercuntum dalam Lampiran vang merupakan
bagian ndak terpisahlan dari Peraturan Mentert ini.

Pasal 34
(1] MKE Pol PP menvampaikan salinan keputusan hasil
pnrs:dmmn kepada:
Pol PP vang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik
Pol PP; dan
b. ‘gubernur dan bupati/wali kota melalui kepala Satpol
PP provingl dan kepala Satpol PP kabupnten/kota
sesusi  dengan  kewenangannya  scbagai  dasar
penelapan sanksi kepada Paol PP
2) Penvampaian  salinan  kepufusan hasil persidangan
schagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan paling
lama 1 (satu) han kerja sejak pembacann keputusan,
{3)  Balinan keputusan sebugaimana dimaksud pada avat (1)
dilegalisasi oleh sekretaris MKE Pol PP,

Pasal 35
(1) Gubernur dan bupati/wali kota menetapkan sanksi
kepadas Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP paling
lambat 3 {tigal hari kerjz scink kcputusan MKE Pal PP
diterima.
(2} Penctapan sanksi schagmmana avar (1] dapat
didelegasikan oleh gubernur kepada kepala Satpol PP
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(1

(2

(<)

provinsi dan olch bupati/wali kota kepada kepala Satpol

PP kabupaten/kota

Dalam hal penctapan sanksi scbagaimana dimaksud pada

ayal (1) dijatuhkan terhadap pejabar tingei pratama,

penclapan sanksi tidak dapat didelegasikan.

KReputusan penclapan sanks: scebagaimana dimaksud

pada aval (1) disampaikan kepada:

a. Pol PP vang bersangkutan; dan

b pejabat pembina kepegawaian di  daerah yvang
bersanglkutan,

Format Reputusan penetapan  sanksi  schaghimaria

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisalkan dari Peraturan

Mentern ind.

Pasal 36
Pl PP yang tidak terbukti melakukan pelanpggaran Kode
Etlk Pol PP berdasarkan keputusan MKE Pol PP dipulihkan
Pemulihan nama balk sebagaimana dimaksud pads avat
|1} diumumkan sccara terbuka pada sast upacara bendera
atau forum resmi Satpol PP dan papan pengumurman,

. Pasal 37

Kepala Satpol PP dapat menginformasikan  hasi)
keputusan pelanggaran Kode Etik Pol PP kepada pihak
vang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etk Pol PP,
Dalam hal pclanggaran Kode Euk Pol PP dilakukan pejabat
tnggm pratama, gubernur dan bupati/wall kota sesuai
dengan  kewenangannyva menugaskan kepala perangkat
dacrah yang membideng kepegawaian provinsi dan
kabupaten/kota untuk menginformasikan kepada pihak
vang melaporkan kode etik Pol PP.

BAB VI
SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK POL PP

Pasal 38

Pol PP vang 'melakukan pelanggaran Kode Etik Pol PP
dikenakan sahksi moral dan/atau tindakan pembinaan.

(1)

(2)

)

(4

Pasal 39
Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
berupa:
a. pernyataan permohonan maal secara lisan; dan/atau
b. pernyataan permohonan maafl secans tertulis.
Pernyataan permohonan maal sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dibacakan/diuvmumkan secara
tertutup atau terbuka.
Pernyataan  permohonan muaaf  yvang  dibacakan/
diumumkan secara tertutup hanya diketahui oleh Pol PP
yang bersangkutan, anggota MKE Pol PP, pejabat vang
berwenang dan pejabat pembina kepegawaian.
Pernyvawan permohonan  maal vang dibacakan/
diumumkan secara terbuka dapat disampaikan melabui:
a.  upatars bendem;
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forum resmi Satpol PP;
papan pengumuman;
medin massa; dan/atau
forum lainnya.

pan T

Pasal 40
Tindakan pembmaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
‘melipun:
a. membersihkan lingkungan kantor selama 3 (tiga) hari
kerju berturut-turut; '
b. melaksanakan piket seélama 3 (tiga) hari kerja berturut-
turut: dan/atisu '
¢, pembinaan jasmani dan rohani.

Pasal 41

(1) Pelaksanaan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40
dilakukan oleh Pol PP paling lambat 3 {rigal hari kerja
sctelah keputusan penetapan sanksi dan dituangkan
dalam berita acara pelaksunaan sanksi Kode Etik Pol PP

(2} Farmat berita acara pelaksanaan sanksi Kode Etik Pol PP
sebagaimana dimaksud pada avat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagan tidak terpisahkan dan
Peraturan Menten ini.

Pasal 42
Selain dibertkan sanksi moral dan/atau tindakan pembinaan
sebagaimana dimaksud dalnm Pasal 38 Pal PP vang melnkukan
pelanggaran Kode Etik Pol PP dapat direkomendasikan olch
MKE Pol PP untuk dilakukan pemeriksaan terhadap dupaan
pelanggaran disipln sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VIl
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43
Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan SOP Satpol PP dan
Kade Etik Pol PP yang menjadi kewenangan pemerintah pusst
dan pemerintih daerah dilaksanakan sesuai dengun ketentuan
peraturan perundang-undangan;

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 44

{1} Pendanaan pelaksanaan SOP Satpol PP dan Kode Etik Pal
PP provinsi, kabupaten/kota dibebankan pads anggaran
pendapatan dan belanjn dacrah provinsi dan anggaran
pendapaton dan belanjan daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2} Pendanaan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan SOP
Satpol PP dan Kode Etik Pol PP scbagmimana dimaksud
dalam Pasal 43 dibchankan pads anggatan pendapatan
dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja
daerah provinsi dan angesran pendapatan dan belanja
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dacrah  kabupaten/kota sesuni  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

BARB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenal petunjuk toknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kotn harus menvesuaikan paling lama [ [saiu)
tahun sejak Peraturan Menten i diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Padia saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Perkada
mengenai  petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1)
harus ditctapkan paling lama 1 (satu) tehun sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.

Pasal 47 _
Pada saat Persmturan Menten ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Priga (Berita
Negara Republik Indonesia Tabun 2011 Nemor 705), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48
Peraturan  Menteri mm mulal  berlaku  pada  tangunl
ciundangkan,



- 1B -

Agar sctiap orang mengetahuinys, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menten ini dengan penempatiannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023
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REPUBLIK INDONESIA,

Lud
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

SOP SATPOL PP, FORMAT PEMBENTUKAN MKE POL PP, FORMAT BERITA
ACARA PEMERIKSAAN, FORMAT SURAT PEMANGGILAN MKE POL PP,
FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MKE POL PP, FORMAT KEPUTUSAN MKE
POL PP, FORMAT KEPUTUSAN PENETAPAN SANKS!, FORMAT BERITA ACARA

PELAKSANAAN SANKSI

I. PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan
Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk melaksanakan
tugas mencgakkan Perda dan Perkada, menvelenggarakan ketertiban
umum dan ketentcraman - serta menyelenggarakan  pelindungan
masyarnkal. Dalam pelaksanaan ugas Sawpol PP tersebut sangit
dimunghinkan adanya mterakst langsung dengan aparatur sipil negara
lainnya, masvarakat, maupun pihak lainnva.

Dulam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas Satpol PP vang
dilakukan secara baik dan betiar, diperlukan pedomun pelaksanaan
tugas dalam bentuk Standar Operasional Prosedur Satpol PP schagai
petunjuk tertulis mengenal prosedur dalam rangla menegakkan Perda
dat Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masvarakal, Berpedoman pada pedoman lersebut  diharapkan
pelaksanasn tugas Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur standar operasional
prosedur Satpol PP.

Anggota Satpol PP juga harus mampu menjaga citra dan marwah
Satpol PP ketikn berinteraksi dengan  berbagai  pihak  dalam
pelaksanaan tugasnya melalui sikap, perilaku dan perbuatan vang
baik dan benar. Untuk itu diperlukan pedoman norma atau aturan
moral secara tertulis dalam pelaksanaan tugas, wewenang, tnggung
Jawab serta kehidupan schari-han seorang Pol PP dalam bentuk Kode
Etik Pol PP.

Maksud dan Tujuan )

Pengaturan SOP Satpoel PP dan Kode Elik Pol PP dalam Peraturan

Menteri ini dimaksudhkan untuk:

1. memberikan pedoman dan batnsan bagi anggota Satpol PP dalam
pelaksanean tugas, fungsi, dan wewenang;

4. mendukung peningkstan integritas, kualitas, profesionalitas dan
akuntabilitas kinerja ahggota Satpol PP; dan

3. meningkatkan kualitas pelavanan dalam pencgnkan Perds dan
Perkada  serta  penvelonpgaraan  kelertiban  umum  dan
ketenteramian masyarakal oleh Satpol PP,
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Tupuan diaturnya SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP dalam Peraturan
Menten ini yaity untuks

¥

2.
3.

cU e

mewujudknn Pol PP yang profesional dan benntegritas dalam
melaksanakan tugas, fungs:, dan wewenang;

memjaga martabat dan kehormatan ASN pada Satpol PP,
menciptaknn Ketertiban dan menjamin akuntabilitas Sawpel PP
dalam pelaksansan tagas, wewenang dan tangeung jawalb;
mencegah terjadinva penyalahgunaan wewening;

menciptakan kepastian hukum;

memberikan perlindangan hukum kepada wargs masyvarakat dan
anggota Sstpol PP; dan

memberikan  pelayanan yvang sebaik-baiknya kepada warga
minsvarakat.

Dasar Hukum

3!

3.

._UI

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelavanan Minimal. _

Peraturan. Pemenntah Nomor 16 Tahun 2018 entang Satuan
Palisi Pamong Praja. _

Peraturnn Menteri Dalam Negen Nomor 121 Tahup 2018 tentang
Swundar Teknis Mutu Lavinon Dasar Sub Urusan Ketenteraman,
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kata.

Peraturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerimitah.
Peraturan Menteri Dalam Negery Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pemenuhiun Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan
Prasarana Minimal, Pembinaan Tekmnis Operasional Dan
Penghargaan Satuan Polisi Pamong Proja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penvelenggaraan . Ketertiban  Umum  dan  Ketenteraman
Masvarakil serta Pelindungan Masvarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2022 tentang
Penerapan Standar Pelavanin Minimaal.

Ketentuan Umiim

1.

Mempunyai Landasan Hukum, merupakan setiap kegiulan vang
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penvelengearaan ketertiban  umum  dan  ketenteraman
masvarakal didukung dengan norma, standar, prosedur, dan
Kriteria serta pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpal PP
sesual  dengan  standar  opermsional prosedur dan  tetap
mengedepankan asas kode etik profesi,

Tidak Melanggar HAM, merupakan setiap kegiatan yung
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penvelenggaraan ketertiban wmum dan ketenternman
masvarakat senantiasa dilakukan dengan  memperhatikan
prinsip-prinsip dusar hak nsas) manuma sesual dengan keteniuan
peraturan perundang-undongan.

Dilaksanakan sesuai prosedur, merupakon setiap kegialan vang
dilakukan Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada,
penyelengearnan ketertiban wmum dan | ketonteraman
masyarakat dilnkukan sesuai dengan petunjuk tertulis yang welah
ditctapkan schagal standar operasional prosedur Saipol PP,
Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun,
merupakan dalam pelaksanann tugas, fungs), dan wewennng



S

10,

11,

- jo.

Satpsl PP sclaluy berpedoman  kepadin standar operasional
prosedur  yvang  berlaku  sehingen tdak  menimbulkan
korban /kerugian pihak monapun.

Memahamy tugas dan fungsi seria  persturan  perundang-
undangan, merupakan setiap anggota Satpol PP datam penegakan
Perda dan Perkada serta penvelenggaraan ketertiban umuom dan
ketenteraman masyarakal telah memahami tugas, fungsi, dan
kewenangannya serta mempedomani peraturan tertulis yang
memual norma-norma hukum yang mengikat secira Limum,
Memiliki kemampuen berkomunikasi dengan bdik, merupakan
kemampuan sctiasp anggota Satpol PP dalam menvampaikan
informasi, gagisan atnupun pesan kepdda selurdh pihak secara
sopan, mudah dipahami, tdak mengabaikan kepentingan pihak
lnin, dan tidak menimbulkan rasa antipati pihak lain,

Dilengkapi déngan kendaraan operasional sesuai ketentuan,
merupakan setiap kegiatan vang dilaksanakan anggnta Satpol PP
dalam penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan
ketertban umum dan ketenteraman masyarakat menggunakan
kendaraan operasional Satpol PP sesuni kebutuhan sebagaimans
diatur dalam ketentuan perundang-undangan vang berlakis,
Menggunakian  periengkapan  operasional sesual  ketentuan,
merupakan sctiap kegintan vang dilaksanakan anggota Satpol PP
dalam pencgakan Perda dan Perkadn scrta penyclenggarnan
ketertiban umum dan ketepteraman masvarakal senantiasa
dilengkapi dengan perlengkapan operasionsl Satpol PP sesum
kebutuhan schagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan yvang berlaku.

Menggunakan pakalan dinas sesual Ketentuan,  merupnkon
kewnjiban seluruh anggota Pol PP dalam pelaksanian tupgas
tugas, fungsi dan wewenang dengan mengeunakan pakaian dinas
Satpol PP sesusi dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan yang berkuku,

Memiliki kemampuan berkoordinasi dengan instansi terkait,
merupakan kemampuan dadlam melakukan koordinasi dan
komunikasi anlar insiansi pemerintahan yang ada di wilavah
daerah  provinsi dan dacrah  kabupaten/kota untuk
menvelesaikan permasalahan yvang timbul baik instans! vertikal,
horizontal dan instansi pengawas vang ada untuk mendukung
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP,

Memillki kompetensi Pol PP, merupakan Pol PP memiliki
kemampuan dan kapasitas kerjn  yung  dilandasi  olch
keterampilan, pengetahusn serta sikap kena dalim menjalankan
tugas dan fungsinva dalam pencgakan Perda dan Perkada serta
penyvelenggaraan  ketertiban umum dan | ketenteraman
miasyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur dengan
mengedepankan Kode Etik Pol PP.

Ruang Lingkup

1.

SOP Satpol PP

al SOP Satponl PP yang diatur dalam Peraturan Menter: imi
merupakan SOP Genenk (Umum)  berdasarkan sifat dan
muatan kegitannya vang relaul memiliki kesamasan bak
dari kegiatan vang d-SOP-kan maupun dart tahapan
kegiatan dan pelaksananyva, Vanas: SOP yvang sda hanva
disebabkan perbedann lokast SOP i diterapkan.



L 20 -

bl Format SOP Satpol PP vang diatur dalam Peraturan Menteri
ini adalab format mhapan berurutan [Hierarchical Steps,
dimana langkah-langkah vang telah diidentifikasi dijabarkan
kedalam sub-sub langkah secara terperine.

€] Petunjuk tekmis dars SOP Satpol PP yang diatur dalam
Peraturan Menteri Ini ditetapkan oleh pemerintih daerah
melolui Perkada. Petunjuk teknis tersebut merupakan
penjabaran secara lebih rinel dari setinp tahapan SOP Satpol
PP sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menten ini.
Penjabaran secara rinci torsebut termasuk dalam  hal
penerapan  format  SOP  Administrasi  Pemerintahan
menggunakan format Diagram Alir Bercabang (Branching
Flowcharts) sesuai ketentuan Pedoman Penvusunan SOP
Administrasi Pemerintahan, ataupun penyusunan SOP
pendukung vang sifatnva sifatnya lehih teknis, mikro, final
danfatau spesifik.

df Ruang lingkup SOF Satpol PP yvang diatur dalam Peraturan
Menteri ini: secara umum mehiputi: SOP pada Satpal PP,
ruang lingkup masing-masing SOP, ketentuan umum, uraian
prosedur meliputi tahap persizpan, pelaksansan, dan
pelaporan, keterkaitan dengan SOP lain, serta kendarnan
dan perlengkapan operasional.

Kode Euk Pol PP

Ruang lingkup Kode Euk Pol PP yang diatur dalam Peraturan

Merteri ini secara umum meliputi: ketentuan umum, Kode Etik

Pol PP, masing-rusing otika profesi vang harus dipedothani

anggota Pol PP, Majclis Kode Etik, tahapan di dalam kKetentuan

vang diatur terkait MKE Pal PP mulal dari persiapan, pemangeilan

saksi, pengambilan keputusan hingga penctapan sanksi serta

hial-hal terkait lainnyva yvang dintur di dalam Peraturan Menter ini,

l. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP] SATUAN POLISI PAMONG

PRAJA

A,  Penegakan Peraturan Dacrah Nonyustisial

Ruang Linghkup
a. Melakukan pengarahan kepada masvarakat, kelompok dan
badan hukum vang melanggar Perda;
b, Melakukan pembinaan dan atau sosiahsasi kepada
masyarakat, kelompok dan badan Hukum; dan
c.  Prefentil nonyustisial.
Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persiapan antara laimn:
1) Penyusunan: Kerangka Acuan Kerja dan rencana
angearan biaya;
2) Petivusunan tahapan penegakan Perda dan jadwal
Keglatan;
3)  Pengidentifikasian pelangeir Perda;
4)  Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan
5} Koordinasi dengan perangkat dacrah dan/atau instansi
terkait serta aparal keamanan,
b, Pelaksanaan
Tahap pelaksansan antara lain melakukan pengarahan,
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pembinaan  dan/atau  sosialisasi, serta  penindakan
nonyustisial,

1

2)

3

Pengarahan

Pengarahan diberikan kepada mosvarakat, kelompok,

dan badan hukum agar mentanti dan mematiuhi Perdi.

Pembinaan dan/atau Sosialisasi.

Pembinaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara

pendekatan kepada masyarakat, kelompok, dan badan

hitkum yang melanggar Perda. Pembinaan dan/atau
sosinlisasi dilalculonn melalui:

a) Pembingan perorangan, dilakukan dengan cara
mendatangli masvarakat, kelompok, dan badan
hukum yang melanggar Perds untuk diberitihu
serta diberikan pengarshan dan pembinaan arty
pentingnya kesadamn dan kepatuban terhadap

Perda; dan/atau
b) Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara
mengundang/ mengumpiilkan masyarakat,

kelompok, dan badan hukum vang melangear
Perda untuk diberikan pengarahan dan pembinaan
terhadap wrti  pentingnya kesadaran  dan
Kepatuhan terhadap Perda.

Penindakan Norivustisial

Penindakan nonvuastisinl dilakukan oleh Satpol PP

dalam rangka pencegahan/ preventil dengan cara:

a)] Terhadap masvarakat, kelompok, dan badan
hukurn yung melakukan pelanggaran  Perda
diwajibkan' untuk menanda tangani  Surat
Pernyataan bersedia dan sanggup menaati dan
mematuhi serta melaksanakan ketentuan Perda
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
penandatangunan Surat Pernvataan. Sclama masa
tersebut,  Satpol PP melakukan  pengawasan
terhadap kepatuhan masyarakat, kelompok, dan
badan hukum terhadap pelaksanaan Sumt
Pernyataan; _

b}  Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum
tidak melaksanakan dan atau mengingkari Surat
Pernyataan, maka Satpol PP akan memberikan:

(1) Surat Peringatan Pertama, dengan tenggang
waktu 3 {tiga) han.

{2) Surat Peringawin Kedua, dengan tengeang
waktu 2 (dua) han.

(3) Surat Peringatan Ketiga, dengan tengeang
waktu | (satu) heri.

¢l Masyarakat, kelompok, dan badan hukum yang
udak melaksanakan dan/atau mengingkan Surat
Peringatan tersebut, Satpol PP menerapkan sanksi
administratil sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

dl Satpol PP sebelum  menerapkan sanksi
schagnimann  dimaksud dalam hurul ¢ dapat
melakukan koordinasi dengan Biro/Bagan Hukum
dan Penvidile Pegawid Negeri Sipil (PPNS),
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c. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan penegakan
Perda nonvustisial sclessi. Proses pelaporan  dilakukan
melahn  pengarsipan/pendokumentasian berkas  sera
membuat laporan hasil kegiatan yvang ditandatangani oleh
kepala Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan yang telah ditandatangani kepala Satpol PP
disampuikan kepada Dircktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (S1P) Satpol
PP.

Keterkaitan

SOP Penegakan Perda Nonyustisial terkait dengan SOP Penegakan

Perda Yustisinl, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan

Penvuluhan, SOP Patroll, dan SOP Penertiban.

Kendaraan dan Perlengkapan Operasional

Sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

B. Penegakan Peraturan Daerah Yustisial

1.

Ruang Lingkup: .
Ruang lingkup penegakan Perda vustisial pada prinsipnya sama
dengan penegakan Perda nonyustisinl dengan penambahan
lingkup pemindakan yustisial oleh PPNS,
Uraian Prosedur
Prosedur pencgakan Perda yustisial pada prinsipnya sama
dengan penegakan Perda nonyustisial dengan penambahan
proscdur pads saat dilakukan penindakan yustisial vang
dilakukan oleh PPNS pada tahap pelaksanaannva. Penindakan
vustisial dilakukan apabila masyarakat, kelompok, dan badan
hukum tetap tidak melaksanakan dan atau mengingkar Surat
Pernyataan maupun Sural Peringatan dan Satpol PP welah
melaporkan lkepada PPNS untuk dilakukan proses sesual
peratluran perundang undangun vang berlaku,
a. Porsiapan
Tahap persinpan antara lain:
1} Penyusunonn tahiapan periegakan Perda vustisial dan
jadwal kegintan, ' '
2) Pengidentifikasian pelanggar Perda;
3} Penerbitan Surat Perintah Tugas, dan
4) Pembentukan tim terpadu (Satpal PP, perangkat daerah
pengampu Peraturan Daerah, kepolisian selaku korwas
PPNS, kejaksanaan, pengadilan).
b.. Pelaksanaan
Tahap pelaksansan antara meliputt  penyelidikan,
penyidikan, pemeriksaan, pemanggilan, serta  proses
persidangan.
11 Penyelidikan ,
#) Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 257
Undang Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (ntas kuasa undang-
undang] memiliki kewenangan untuk melakukan
penvelidikan dalam rangkaian proses penyvidikan
vang dilakukan;
b) PPNS dalim rongks penyelidikan pelanggaran
Perda  (Trantibum)  dapat  menggunakan
kewenangan penguwasan dan atad pengamatan
untuk menemukan pelangegaraiy pidana dalam



2

3

4]

<)
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lingkup undang-undang yang menjadi dasar
hukumnva {peraturan daerah);

Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan
kegiatun . penychdikan, dapat pula meminia
bantuan penyelidik Polri,

Penvidikan

al

b)

d)

Dilaksanakan oleh PPNS selelah diketahur bahwa

BuUAlu  perisiwa  yang legjadi merupakan

pelanggaran Perda vang termasuk dalar lingkup
tugas dan wewenang sesuni denpgan undang-
undang yang menjadi dasar hukimnya dalam
wilayah kerjunva, Pelangeoaran kelentuan Perda
dapal diketnhui dari laporan vang diterima dari

seliap orang maupun petugas, tertangkap tangan

oleh masyarakat, maupun diketahui langsung oleh

PPNS;

Dalam hal terjadi pelanggaran Perda baik melatui

laporan, tertangkap tangan atau diketahui

langsung olch PPNS dituangkan dalam bentuk
laparan kejadian yang ditandatangani oleh pelnpor
dan PPNS yang bersangkutan;

Dalam hal tertangkap tangan, setiap angeota

Satpol PP dan PPNS dapat melaksanakan:

(1) Tindakan pertama di  tempat  kejadian
porkora;

{2} Tindakan yang diperlukan sesuAl
kewenangan yang  ditetapkan di  dalam
undang-undang vang menjadi dasar hukum
Satpol PP dan PPNS vang bersanglutan.

Setelah dilakukan tindakan tersebut, selanjutnya

PPNS  melakukan proses  penvidikan  dan

berkoordinas: dengan instansi  lerkait  sesuad

dengan bidang, jenis pelanggaran Perda.

Pemeriksaan

al

b)

Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh
PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak
boleh dilimpahkan kepada petugas lain vang
bukan penvidik;

Setelah  diadakan  pemeriksaan  oleh  PPNS
terhadap tersangka dan tersangka mengakui telah
melakukan pelanggaran Perda seria bersedin dan
menaati untuk melaksanakan ketentuan Perda
tersebut sesuni dengan jenis usaha/kegiatan yang
dilakukan dalam waktu 7 (tupuh) han sejak
pelaksanaan pemenksaan tersebut dan mengakm
kesalahan kepada vang bersangkutan diharuskan
membuat Surat Pernyataan,

Pemanggilan

b

Dasar hukum pemanggilan adnlah sesual dengan
ketentuan  KUHAP  sepanjang menyangkut
pemanggilan;

Dasar pemanggian tersangka dan saksi sesuai
dengan kewenangan wvang divemmpkan  dalam
undang-undang vang menjadi desar hukumnva
masing-masing (peraturan dacrah);

Yang berwenang menandatangani surat panggilun
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pada prinsipnya adalah PPNS Satpol PP,

d) Dalam hal kepala Satpol PP adalah PPNS, maka
penandatanganan sural panggilan dilakukan oleh
Kepala Satpol PP sclaku penyidik;

el Dalam hei kepala Satpol PP bukan PPNS, maka
surat panggilan ditandatangan olel PPNS Satpol
PP dan diketahut oleh kepala Satpol PP,

I Dalam surat pangmlan diwajibkan agar vang
bersangicutan  memenuhi  panggilan tersebut
(kesengajnun tdak memenuhi panggilan diancam

dengan Pasal 216 KUHAP).
5) Proses persidangan
Dalam melaksanakan penegakan Perda  yustisial
dibentuk tim terpadu terdiri dari Satpol PP, perangkat
dacrah pengampu  Peraturan Daerah, dibantu
kepolisian [Korwas PPNS), Kejuksaan dan pengadilan
untuk melakukan:
a) Sidang ditempat terhadap para pelanggar Perds;
b) Melakukan pemberkasan terhadap para pelangmar
Perda dan  selanjutnya diserahkan  kepada
krojaksaan,
¢} Koordinast dengan kejaksaan, pengadilan dan
kepolisian (Korwas PPNS) guna penjadwalan untuk
melaksanakan  persidangan terhadap  para
pelanggar Perda di kantor pengadilan atau kantor
Satpol PP.
¢. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan pencgakan
Perda vustisial selesa. Proses pelaporan dilakoaloan melalin
pengarsipan/ pendokumentasian  berkas serta  moembimt
laporan hasil kegintan yang ditandalarigani oleh kepala
Satpul PP dan disampaikan kepada kepiala dacrah.
Laporan yang telih ditandatangani kepala Satpel PP
disampaikan kepada Direkiur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.
Reterkaitan
S0P Pencgakan Perda Yustisial terkait dengan S0P Penegakian
Perda Nonvustisial, SOP Penegakan Perkada, SOP Pembinaan dan
Penyuluhan, SOP Pawroli, dan SOP Penertiban.
Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penegiakan Peraturan Kepila Dacrah

Ruang Lingkup:

Ruang lingkup pencgakan Perkada pada prinsipnya memuat
kesamaan dengan penegakan Perda nonvustisial. Hanya, pada
sant masyarakat, kelompok, dan badan hukum tidak mematuhs
Surnt Pernyvataan yvang ftelabh  ditandatangam serta tidsk
mengindahkan Surat Porngatan sesual waktu yang ditentukan,
Satpol PP melakukan  penindakan  langsung  terhadap
pelanggaran Perkada dengan memberikan sanksi administratif.
Tahapannya:

i, Melakukan pengarahan kepidn masvarakat, kelompok, dan

badan hukum vang melanggar Perlada;

b. Melakukan pembinaan dan/ateu somalisast  kepada
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masyarakat, kelompok, dan badan Hukum;
¢ Prefentl nonyustisial; dan
d. Pemberian sanksi administraif.
Uraian Prosedur:
Prosedur dilaksanakan melalui tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.
a. Persiapan
Tahap persinpan antara lain:

1]
2)

3
4

ST

Penvusunan kemngka Acuan Kerja dan  rencana
angraran biaya,

Penyusunan tahapan ponegakan Perkada dan jadwal
kegintan;

Pengidentifiknsian pelangear Perkada;

Penerbitan Surat Perintah Tugas; dan

Keordinasi dengan perangkat dacrah dan/atau instansi
dan aparat keamanan terkait.

b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan antara lain melakukan pengarahan,
pembinaan dan/atau  sosialisasi, scrta  penindakan
nonvustisial.

1]

2

3)

Pengarahan

Pengarnhan diberikan kepada masyarakat, kelompok,
dan badan hukum agar menaatn dan  mematuhs
Perkada,

Pembmaan dan/alau Sosmlisasi

Pembimaan dan/atau sosialisasi dilakukan dengan cara
pendekatan kepadn masvarakat, kelompok, dan badan
hukum vang melanggar Perkadn. Pembinaan don /arau

sosiulisnist dilalkeukan melalii:

al Pombinasn perorangan, dildkukan dengan cara
mendatangl masyarakal, kelompok, dan badan
hukum yang melanggar Perkada untuk diberitahy
serta diberikan pengaraban dan pembinaan art
pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap
Perkada; dan/atau

b} Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cam
mengundang/ mengumpulkan masyarakat,
kelompok, déan badan hukum vang melanggar
Perkada untuk diberikan  pengarahan  dan
pembinann terhadap arti pentingnva kesadaran
dan kepatuhan terhadap Perkada.

Penindakan Nonyustisial

Penindakan nonyustisial dilakukan oleh Satuan Pohisi

Pamong Praja dolam rangka  pencegahan/preventif

dengan carm;

a] Terhadap masyarakat, kclompok, dan badan
hukum vang melakukan pelanggaran Perkada
diwajiblkan wuntuk menanda langam  Surat
Pernvataan bersedia dan sanggup menasti dan
meématuhi serta melaksanakan ketentuan Perkada
dalam wakiu 7 (tujuh) har terhitung sejak
penanduatanganan Surat Pernvataan. Selama masa
tersebiut,  Satpol PP melakukon pengawasan
terhadap kepatuhan masyvarakat, kelompok, dan
badan hukum terhadap pelaksanaan  Surat
Pervvataan;
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b) Apabila masyarakat dan badan hukum udak
melaksanakan dan  atau  mengingkari  Surat
Pernyutann, maka Satpol PP akan memberikan:
(1} Surat Peringatan Pertama, dengan tengzang
wakitu 3 (tiga) har.
12) Surat Penngatan Kedua, dengan tenggang
waktu 2 (dua) hari
3] Surat Peringatan Keliga, dengan tenggang
waktu | [satu] harn.
c]  Apabila masyarakat, kelompok, dan badan hukum
tetap tidak melaksanakan dan atau mengimgkari
Surat Peringatan tersebut, Sutpol PP melakukan
proses  sesumi  dengan  ketentuan  peraturan
perundang undangan.
¢.  Pelaporan’
Tahap pelaporan dilakukan setelnh pelaksanaan poncgakan
Perkada sclesal. Proses pelaporan  dilakukan  melalui
pengarsipun/pendokumentasian  berkas serta membuat
laporan hasil kegidtan vang ditandatangani olch Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah.
Laporan vang telah ditandatanganmi Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewtlayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpal
PP
Keterkaitan .
SOP Pencgakan Perkada terkait dengan SOP Penegakan Perda
nonyustisial dan Yustisial, SOP Pembinaan dan Penvuluhan, SOP
Patroli, dan SOP Penerfiban.
Kendiaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Deleksi Dini Dan Cegah Dim

5

Ruang Lmnghkup:
Deteksi ding: pengumpulan baban keterangan sccara lafgsung
maupun tidak lsngsunpg tentang suaty persoalan gangguan
ketertibian umium dan ketentleraman masvarakal sehinggas apabils
personlan  tersebul muncul di permukaan sudah  diketahui
terlebih dahtlu,
Ceguli Dini kegiatun secara lungsung maupun tidak lungsung
untuk mencegah gangruan ketertiban umum dan ketenteraman
masvarakat muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai
mempengaruhi sistem yvang sudah ada.
Uraian Prosedur:
Prosedur dilakssnakan melalul tahap persiapan, pelaksanann,
dan pelaporun.
&  Persiapan
Tahap persiapan deteksi dini dan cegah dini antara lain:
1} Penctapan sasaran, waktu, dan obyvek vang akan
dilakukan deteksi dini dan cegah dini;
2] Penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini dan
cegah dini;
3) Melakukan surve: lapangan; )
4] Penviapan admimstrasi pelsKsanean  (SPT, don
schagmnyal; dan
3l  Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atag instansi
terkail serta aparat keamanan.



b. Peluksanaan
Tahap pelaksanaan deteksi dini dan cegah dini antara lain
melakukan  pengawasan, pengamatan, pencarian dan
pengumpulan  bahan keterangan; serta melaksanakan
tindakan pencegahan terhadap potensi gangmaan ketertiban
urmam dan ketenteraman masyvarakat.
Tahap pelaksanaan detcksi dini dan cegah dini dapat
mefibatkan TNL, Pold, instansi terkail dan elemen
masvarakat,

. Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan setelah pelaksanaan deteksi dind
dan cegah dini selesal. Proses pelaporan dilakukan melalui
perigarsipun/ pendokumentasian  berkas serta  membuat
luporan hasil kegintan ‘vang ditandatangani olch Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala dacrah, Terhadap
kejadinn vang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang.
Laporan yang telah ditandatangani Kepala Salpol PP
disampaikan kepada Dircktur Jenderal Bina Administras
Kewilayahan melalui Sistern Informisi Pelaporan (SIP) Satpol
PP.

Keterkaitan _

SOP Deteksi dan Cegah Dini terkait dengan SOP Penegakan Perda

Nonyvustisial dan Yustisial, SOP Pencgakan Perkada, SOP

Pembinaan dan Penyuluhan, SOP Patroli, dan SOP Penertiban.

kKendaraan dan Perlengkapan Operasional

Scsunl dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

E. Pembinaan Dan Penyuluhan

Ruang Lingkup:

Fembinaan: proses, cara (perbuatan membma), usaha, tindakan,
dan kegintan secara efisien dan efektul untuk meningkatkan
kepatuhan masvurakat, kelompok, dan badan hukum rerhadap
Perda dian fatau Perkada.

Penviluhan: Kegintan memberikan informasi kepada masvarakat,
kelompok, dan badan hukum, dari semula yang tidak tahu
menjadi tahu  untiuk  meningkatkan  kesadaran  terhadap
ketertiban umum dan keélenteraman masyarakat.

Uraian Prosedur:

Prosedur dilaksanakan melalul tahap persiapan, pelaksanaan,
dan pelaporan.

a. Persiapan

Tahap persiapan pembinaan dan penvuluhan antara lain:

1) Penctapan sasaran (masyarakat, kelompok, badan
hukum), wakiu (bulanan, triwulan, semester dan
tahunan), dan obyek vang akan diberikan pembinaan
dan penyvuluhan;

2| Pencilapan tempat (formal dan informal sesual kondisi
lapangan|, bentuk dan metode pembinaan dan
penyuluban (formal dan informal);

3}  Survey lnpangan;

41  Penymapan admunistrus: pelaksanaan (SPT, materni: dan
sebagainyil; dan

51 Koordinasi dengan perangkal dacrah dan/atau instans;
terkait dan aparat keamanan.
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Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan pembinaan:

1

2|

3)

b)

<

dj

<)

Mengunjung atau mengundang/ memangeil
masyarakal, kelompok maupun badan hukum
secara formal untuk memberikan arahan dan
himbauan pentingnya ketastan terhadap Perda
danjatau Perkada sertn produk hukum lainnya

seria pelanggaran vang dilakukan mengenngeu

ketertiban umum' dan ketenteraman masvarakat
SCCHETA urmuam.

Pada saat pertemuan, disampaikan maksud dan
tljuannya secara sopan, jelas, bahasa yving mudah
dimengerti. Pada saat menvampaikan pangeilan
resmi ‘maupun surat teguran, sctelph ditanda
tangani olell penerima, surat panggilan maupun
surat teguran satu diserahkan kepada si penerimia
dan satu lag scbagsi arsip untuk memudahkan
pengecekan;

Pembinaan yang dilakukan melalui  forum
disesusikan dengan  maksud dan  (ujuan
prriemuan tersebut dengan dibuatkan notulen
atau hasil pembahasan/ pembicaraannya.

Selamo proses pembinaan dilnksanakan, pelanggar
Perda dan/atau Perkada serta produk hukum
lainnya diwajibkan untuk menandatungani Surat
Pernyataan wuntuk tidak mengulang: pelanggaran
dikemudian han. Apabila terjadi pelanggaran maka
Satpol PP berhak melakukan pencrtiban; dan
Penerapan sanksi kepada pelanggar sesum denigan
kewenangan dengan  mengacu  pada standar
operasional prosedur penertiban.

Tahap pelaksanann penvuluban:

al

b)

c)

Mendatang lempat-tempat vang telah
dircncanakari din/atau dijadwalkan melslui forum
dengan makstid tujuan menyvampaikan materi
penyuluhan bddang ketertiban umum  dan
ketenteraman masvarskal.

Penyuluhan dilakukan dengan sopan, jelas, bahasa
vang mudah dimengerti dan dengan prinsip saling
usah, asih dan asuh diantara anggota Satpol PP
dengan dengan masyarakat, kelompok, dan badan
hukum tanpa mengabaikan kepentingan masing-
masing dalam rangka peningkatan, ketaatan dan
kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan/atau
Perkada serta produk hukum lainnva.

Sclain secara formal, secara nformal selurah
anggota Satpol PP mempunval kewajiban moral
untuk menyvampaikan informas: dan himbayan
terkait dengan Perda dan/atau Perkada scrin
produk hukum lunnya kepada masyarnkat

Pelaksanaan pembinann dan penyuiuhan juga dapat
dilnkukan dengan memanfaatinn sarann dan fasilitas
umum yaitu:

:E'

Media Massa dan Media Elcktronik seperti radio
dan televis,
Pembinaan yang difakukan pada tingkay RT, BRW,
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desa/Kelurahan dan Kecamatan,

¢} Pembinaan vang dilakukan oleh sebuah tim yang
khusus dibentuk untuk memberikan arahan dan
informasi  kepada masyarakat  sepern Tim
Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan dan
KReindahan (K3} dan bentuk tim lainnyvae vang
membawa  musi pemerintaban  daerah dalam
memelihora ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

4) Dalam pelaksansan pembinaon dan  penvuluhan,
anggota Satpol PP juga harus mendengir keluhan dan
permasalahan masyarakat, kelothpok, dan  badan
hukum voang melakukan pelangearan ketentuan Ferda,
Perkada dan produk hukum fainnva dengan cara:

a) Mendengirkan keluban mbsvarakat, kelompok,
dan badan hukum dengan scksama;

bl Jangan memotong pembicarasan orang,

c) Menanggapi dengan singkat dan jelas terhadap
permasalahannya;

d) Jangan langsung menvalahkan
ide fpendapat/keluban/perbuatan masyarakat,
kelompok, dan badan hukum, serta

¢l  Menjadi pembicara vang baik.

5) Sctelah mendengar keluban, vang hamis dilakukan
anggota Satpal PP:

Al  Memperkenalkan dan menjelaskun maksud dan
tuaan kedatangannya.

b}  Menjelaskan bahwa perbuatan vang dilakukan
tclah melanggar Perda dan/atau Perkadas dan
produk hulum lainnya. Jika odak cukup wakm
maka kepada s pelangear dapat diberikan surat
pangeilan satau undangan untuk datang ke Kantor
Satpal PP untuk meminta  keterangan  atas
perbuatan vang  dilakukan dun  diberikan
pembinaan dan penvuluhan lanjutan

¢} Berani menegur masvaralmt, kelompok, maupun
badarn hukum termasuk aparat pemerintah lainnva
yung tertangkap tangan melakukan tindakan
pelanggaran Ketentuan Perda dan/atau Perkada
atau produk huktm lannya.

Pelaporan

Tahap pelapoan dilakukan setelah pelaksanaan pembinaan

dan penyuluhan selesai. Proses pelaporan dilakukan melalui

pengarsipan / pendokumentasian  berkas  serta membut
laporan hasil kegintan vang ditandatangani oleh Kepala

Satpol PP dan disempaitkan kepada kepala daerah. Terhadap

kejatian yang memerlukan uindakan segern, laporan dibuat

secara langsung sccara berjenjang.

Laporian wvang teclah ditandatangani Kepala Satpol PP

disampaikan kepada Direkiur Jenderal Bina Administrasi

Kewilavahan melalui Sistem Informasi Pelaporan {SIP) Satpol

PP.
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3. hketerkaitan
SOP Pembinaan dan Penyuluhan terkajt dengan SOP Penegakan
Perda Yustisial dan Nonyustisial, SOP Pencgalion Perkada, dan
SOP Penertiban.

4.  hendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan.

F. Patrol

1.  Ruang Lingkup:
Regatan sebagan usaha mencegah teradinva gangguan ketertiban
umum dan Ketenternman masvarakat dengan cara mendatangp,
menjelajahy,  mengamati, mengawasi, memperhatikan  dan
mielakukin tndakan preventif atas situasi dan/ atan kondisi vang
diperkirakan akan menimbulkan gangeuan nyata di lokasi atau
tempat-tempal vang dianggap rawan, antar batas wilavah,
maupun tempat keramaian/hiburan.

2.  Uraian Prosedur:

Progsedur patroli  dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.
4.  Persiapan
Tahap persiapan antara lain: .
1) Penetapan sasaran, wakiu, dan obyek yang akan
dilakukan patroli;
2) Penctapan tempat dan bentuk patroli;
3) Penyiapan administrasi pelaksanaan;
41 Pemeriksaan semua periengkapan sesuai ketentuan
dan petunjuk yang dibenkan pimpinan; dan
5] Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi
terkall serta aparal Keamanan.
Dalam tahap perssapan, sudah dilakukan dentfikas:
pelanggaran Perda dan/atau Perkada.
b. Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan patroll antara lain meliputi:
11 Patroli vanig dilaksanakan dalam kota dan ) atau wilayah

a) Patroll dicaritumkan dalur jadwal patroli dan
tercatat;

b} Patrol harus dilakukan dengan seksama dan teliti,
dengan senantiasa memperhatilean apa yvang harus
didengar dan dilihat, agar dapat diambil
kesimpulan dan dilaporkan kepada pimpinan;

¢} Setinp kegiatan harus di dokumentasikan dan
dapat di pertanggung jawabkan sccara kedinasan;

d} Patroli dilakukan dengan sistem
(1) Patroll blok, yaitu patroli dilakukan dengan

berjalan kaki dan sarana transportas| lainnva

terhadap tempat vang dianggap rawan

tehadap ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat, dengan Ketentuan:

[a) Tugas patroli dimula sejek keluar dar
kantor;

(b) Dilakukan minimal 2 (dua) orang;

fel Usahakan untuk mengenal dacrah
patroli;

|d] Perhatian harus ditujukan kepada hal-
hal vang menyangkut dengan Peraturan
Pemerintnh Dacrah serta dicatat untuk



12}

- 31 -

dilaporkan kepada pimpinan;

(¢} Dalam hal tertentu diwpjibkan untulk
bertindak  segermn, vaitu  dalam  hal
pelangearan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan (K3}, terjadinva kebakaran,
mamupun bencana alam;

Iff Walaupun setiap patroli
dituntut/diharuskan untuk  berani
mengambil  prakarss sendiri  dalam
melaksanakar tugasava, akan tetapi
undakannya itu harus didasarkan
kepada norma-norma  dan  peraturan
vang berlalku.

Patroll  kawasan, waitu patroli  dilakukan
dengan  kendaraan bermotor dan  sarana
transportasi lainnva Karena dacrahnya lebih
luas, misalnys satu Kecamatan, bertujuan
melakukan kaontrol dan pengeeckan terhadap
scpgala sesuatu vang berhubungan dengan
ketertiban umum  dan  ketenternman
masvarakal, dengan keteniuan:

(&) Kelentuan untuk patroli blok berlaku
pula bag patroh kowasan;

(b} Patmh kendaraan bermotor dilakukan
dengan sepeda motor  dan/atau
kendarman matal;

(¢) Mentaati peraturan lafu linwas;

di Menjalankan kendarean dengan
kecepatan yang semestinva;

(e) Jangan membunyikan klekson/sirine
Jika tidak sangut periu sekali;

(f) Jangan menggunalan sorotan-sorolan
lampu yang berlebihan pada malam hari;

gl Jika ditemul suatu  kejadian  atau
penyimpangan terhadap  Peraturan
Daerah (seperti bangunan liar, pedagang
berjualan tidak pada tempatnva, tempat
usahs yang menggeangeu lingkungan /
ketertiban  umum  maupun  tidak
mempunyal surat mn usaha tempat
usaha, dan lainnya yang bersifat
mengganggu  ketertiban umum) segera
ambil langkah-langkah amwu tindakan
pertama  berups penyuluhan, teguran
dan peringatan, kemudian dicatar dan
dilaporkan pimpinan;

[hl, Memperhatikan segalas sesuata  yang
berhubungan dengan penyakit
masyarakat Seperi
gelandangan/pengemis  jalanan vang
meminta-minta uang kepada pengendiara
kendaraan bermotor, pekeria  seks
komernial dijalan pada malam  han,
tempat-tempat/ orang-orang yang
menjual minuman kKeras sccura terbuka
dan lainnya.
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{3) Patroli kota don/atau wilavah yaitu patroli
dilakukan dengan kendaraan  bermotor
menyvanghkut ketertiban umum dan
Ketenteraman masyarakat sertn pencgakan
Perda dan/atau Perkada pada dacrah
penugasan yang didasarkan pada wilayah
hukum sesual dengan perundang-undangan,
dengan  ketentuan  sama dengan  patrali
kawasan,

31 Pawroll Pengawasan

Penugasan patroli bersifat inspeksi dan diselenggarakan

meriurut kebutuhan untuk memantau keadaan daerah

atou beberapa tempat vang menurut perkiraan akan
timbulnva gangguan terhadap ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakal, seria upava pencgakan

Perda dan/atan Perkada, dengan kelentuan:

a) Melaksanakan pemeliharaan dan  pengawasan
terhadap ketertiban umum  dan  ketenteriman
masyarakat;

b) Melaksanakan pembinaan masvarakat;

¢) Memberikan  penerangan  kepada  masvarakat
tentang hal-hal vang mengenai tugas dan [ungsi
Satpol PP; dan

d) Mensomalisasikan kebijakan pemenntah dacrah
vang terkait dengan tugas Satpol PP, serta
menampung saran-saran dari masyarakat yang
berkaitan dengan kebjjakan pemerintah.

3]  Patroh Khusus

Penugasan patroh vang diperintahkan secara khusus

olch Kepala Satpol PP yang bersifat represil atau

penindakan di  lapangan  sesuai  tuntutan  atau

#ebutuhan yang ada dalam upava penegakan leetertiban

umum dan ketenteraman  masvarakat, dengan

ketentuan:

a) Menindaklinjuli lsporan, pengaduan dan periniah
khusus dari  pimpinan  untuk  melakukan
penindakayy terhadap masyarikat vang nvata-
nyvata melangear Perda dan/atau Perkada serta
Retertiban umum dan kelenteraman masvarakat;

b}  Melakukan penindakan nonyvustsial {penertiban)
terhadap pelangearan Perda dan/atau Perkada
serta  ketertiban umum dan  ketenteraman
masyarakat; dan

c)  Melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan
dapat melibatkan perangkat daecrah dan instans:
terkait terhadap pelanggaran Perda  dan/atau
Perkada serta ketertibian umum dian ketenteraman
masyarakart.

Pelnporan

Tehap pelaporan dilakukan sctelah pelaksanaan patroli
st|esnl. Proscs pelaporan dilakukan melahn
pengarsipan/ pendokumentasian  berkas  serta membunt
laporan hasil kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala dacrah. Terhadap
kejadian yang memerinkan tundakan segera, laporan dibuat
sccara langsung secara berjenjang.
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Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpoal PP
disampaikan kepada Direktir Jenderal Bina Administrusi
kewilavahan melelui Sistem Informasi Pelaporan {SIP) Satpal
PP,

Keterkaitan

SOP Patroll terkait dengun SOP Penegakan Perda NonYususial

dan Yustusial, SOP Penegakan Perkada, SOP Deteksi Dini dan

Cegah Dinmi, SOP Pembinsan dan  Penyuluhan, dan SOP

Penertiban.

Kendaraan dan Perlengkapan Operasional

Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

G. Pergamanan

|

Ruang Lingkup:

Segala usaha atau kegintan/operasi yang dilakukan oleh Satpol
PP dalam melindungi, menjaga, dan memelihara  terhadap
persanil, matenl, asetl, lokasi, upacara dan acara penting, dan
dokumen agar aman dan kondusif.

Uraian Prosedur:

Prosedur pengamanan dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain:

1) Penetapan wakiu, sasaran dan obyck seria jumlahnyn
yang akan dilakukan pengamanan:

2] Penctapan tempat, bentuk dan metode pengamanan;

3} Penyiapan administrasi peloksanaan;

41 Pemeriksaan kendoraan operasional serta  seluruh
perlengkapan scsua keteniuan dan pelunjuk vang
diberkan pimpinan; dan

3} Koordinasi dengan perangkat dacrah dan/atau instansi
terkaitl serta aparat keamanan, serta melakukan survey
lapangan,

Sesaran dan abvek pengamanan meliputi:

1] Aset dacrah sesual ketentusn peratufan perundang.
undangan termasuk rumah dinas pejabat pemeriritahan
dacrah dan gedung/ perkantoran,

2) Lokasi kunjungan/tempat Pejabatl Pemerintah Dacrah
dan tamu VIP;

3] Upsacara dan acara penting; dan

4] Fungsi lun berdasarkan tugas vang diberikan oleh
kepala daerah.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengamanan antara lain meliputs;
1) Rumah dinas pejabat pemerinmb  daerah  (periu
pembatasan):

a)  Menviapkan judwal dan petugas;

b)  Membuit Berita Acara pelimpahan tugas;

¢}  Mencatat dan mengenall identitas setiap lamu vang
berkunjung;

d] Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu
gerbang pada saat pgabat/tamu keluar masuk
lingkungan Rumsah Dinas;

¢] Mencatat idenfitas, lognt bicara/dialek, suara-
suara lain yang lerdengar, serta pesan vang
disampaikan oleh penclpon:
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Mencatat kejadian  penting/menonjol  selama
melakukan tugas jaga;

Melakukan pengawasan dan pengecckan terhadap
petugns pelayanan seperti petugas elpon, PAM,
listrik dan lain-lain;

Melakukan pengawasan dan pengecekan secara
mtensil disetiap 1empat yang tersembunvi dan
kurang mendapat perhatian; dan

Menjaga dan menertibkan para pedaging penjaja
barang atau sScjenisnya serta  para  pencari
sumbangan (perorangan, vayasan dll),

Sekitar riuang Kerja pejabal pemerintmhan daerah (periu
ptmbatasan):

a)
bl

c

dj

<

hj

1l

Melakukan pemeriksaan di lingkungan ruang
kerja:

Melakukan koordinasi dengan Tata Ussha dan
ajudan;

Melakukan pencatatan jadwal kegintan pejabit
pada hari yang bersangkutan dan kegiatan vang
akan dilaksanakan, dalam wakiu | (satu} mingsy
yang akan datang;

Memberikan  pelavanan  penunjang lainnva
bilamana diperlukan:

Mengawasi dan mengenali identitas setinp tamuy
yang berkunjung;

Melnkukan pengawasan dan pengecckan secara
intensi{ sefiap tompal vang tersembunyi dan
kurang mendapat perhatian;

Menjaga dan menertibkan para pedugang penjaja

barang ateu sejemisnva  dan  para  pencari

sumbangan (perorangan, vavasan dll);
Mengingalkan kepada Tata Usaha untuk
melakukan pengreekan kembali terhadap instalasi
listrik, air., Pemadam Kebalcaran, AC, tempat
penvimpanan dokumen /arsip dil; dan
Melaksunakan penjagaan sestai dengan jum kerja
kantor atau sampai dengan batas wakiu Pejabat
meninggalkan tempat,

Aset dacrah selain rumah dinas dan sekitar ruang kerja

pejabat pemerintahan daerah:

@)  Menyiapkan jadwal dan petugas;

b)) Melnkukan koordinasi dengan dinas/instansi
pengelola pedung/ aset;

¢}  Melakukan pendataan/bukt kepemilikan
gedung/aset, gambar  situas)/denah/proposal
schagni bahan pengecekan dilapangan;

dl Melakukan komunikasi secara feratur dan
berkesinambungan dengan petugas jagn/dinas/
instansi/ pengelola gedung/aset;

el Melaksanakan pengawasan gedung/aset; dan

il Merencanakan dan  menyiapkan sarana  dan
fasilitas perlengkapan vang digunakan unruk
memonitor Gedung/ Asset.

Lokasi kunjungan /tempat pejabat pemerintah daerah

dan tamu VIP:

al Melakuken penjagaan dilingkungan lokasi;
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Melnkukan pemeriksaan pendahuluan terhadap
;:Ihyflt dan benda-benda vang terdapat disekitar
okasi,

Melakukan pepgamatan  dan  penganalisaan
terhadap situasi dan kondisi termasuk mengawasi
dan mengenali sctinp orang vang berada dilokas:,
Melakukan pengawasan dan pengecckan secara
iniensill setiap tempat vang tersembunyi dan
kurang mendapat perhatian dilingkungan lokasi,
Mengawasi dan mencermati. kejndian-kejadion
vang penting/menonjol disckitar lokasi;
Melakukan  koordinasi  dengan/antar  seluruh
unsur péngamanan lain selama  berlangsung
kegiatar, o
Melakukan keordinasi dengan pihak protokoler
berkennan dengan jenis dan sifat kegiatan serta
susunan acara vang akan dilaksanakan; dan
Melakukan koordinasi dengnn panitia
penyelenggara atau pihak yang bertanggungjawab
melaksanakan Kkegiatan  tersebut  berkenaan
dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang
akan diundang menghadin acara dimaksud.

3) Pengamanan Upncara dan Acara Penting:

Merencanakan dan menviapkan petugas yang akan
menjaga i limgkungan tempat upacara don acara
penting;

Melakukian pemeriksaan pendahuiuan terhadap
objck dan benda-benda disckitar lokasi sebelum
acarn dimulai;

Mengawasi dan mencermatt kejadian-kejadian
yang penting/menonjol disckitar lokasi;
Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas serta
penalaan terhadap para pedagang di sekitar lokasi;
Melakukan pengswasan dan pengecekan secar
intensil setiap tempat yang tersembunyi dan
kurang mendapat perhatian di lingkungan lokasi;
Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para
tamu undangan dan orang-orang yang berada
dilokasi;

Melakukan koordinasi dengan/antar  seluruh
unsur  pengamanan  lain  selama  berlangsung
kegiatan; dan

Melakukan koordinasi dengin panitia
penyelenggara atay pihitk yang bertanggungawab
melaksanakan kegintan  tersebut  berkenaan
dengan jumlah dan daltar tamu undangan yang
akan diundang menghadin acara dimaksud.

6) Fungsi lain berdasarkan tugas vang diberikan olch
wepala dacrah, adalah penugasanf perintah dari kepaln
dacrah sesuai dengan ketentuan peraturun perundang-
undangan.

Pelaporan

Tahap

pelaporan  dilakukan  setelah, pelaksanaan

pengamanan sclesai, Proses pelaporan dilekukan melato
pengarsipan/ pendokumentasian. berkas  serta membunt
laporan hasil kegiatan yang ditandatangami oleh Kepala
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Satpal PP dan disampaikan kepada kepala daemh. Terhadap
kejadian yang memeriukan tindakan segera, laporan dibuat
scoara langsung secara berjenjang,

Laporan yang telah ditandatangani Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayvahan melalui Sistem Informasi Pelaporan [SIP) Satpol
PP-

Keterkaitan

= ¥
SOP Pengamanan terkait dengan SOP Deteksi Dini dan Cegah
Dini, SOP Patroli, dan SOP Pengawalan.
4.  Kendaraan don Perlenghkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangin.
H. Pengawalan

1.

Tl

Ruang Lingkupy:

Pengawalon terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very
Important  Person/VIP} yang dilakukan melalui pengawalan
dengan berjalan kaki dan pengawalan dengan kendarsan
bermotor,

Seswati dengan  Ketentuan  peraturan  perundang-undangan,
pengawalan dengan kendarnan bermotor merupakan tugas dan
kewenangan kepolisian. Dengan demikian, pengawalan dengan
kendaraan bermotor oleh Sapol PP sifatnva mendukung
pengawalan oleh kepolisian dan posisinyn berada dibelakang
pejabat/orang-orang penting [VIF.

Uraian Prosedur:

Prosedur pengawalan dilaksanakan melalui tahap persiapan,
pelaksanaan, dan pelaporan.

a. Persiapan

Tahap persiapan antara lain:

1] Penetapan waktu, sasarun dan obvek serin jumlah vang
akan dilakukan pergawalan;

2}  Penelapan tempalt, bentuk dan metode pengaivalan;

3) Penviapan administrasi pelaksanaan;

#) Pemeriksann kendaraan operasional serta seluruh
perlengkapan sesuai ketentuan dan petunjuk vang
diberikan pimpinan;

5] HKoordindsi dengan perangkat dacrah dan/atau instansi
terkait sorta aparat keamanan, dan

6) Survey lapangan.

b. Pelaksanaan

1} Tahap pelaksanaan pengawalan beralan kaki melipuri:

a8} Komandan dan anggota pengawalan dalam
keadaan siap berdin di belakang dan/atau sekitar
pejabut/VIP;

bj Melakukan pemerikssan pendabuluan terhadap
objek dan bendi-benda discpanjang lokast vang
dilalu;

¢) Mengawasi dan mencermath  kopdian-kejadian
vang penting/menongal  selama  pengawalan
herjalan Kaki disepanjang lokasi yang dilalui; dan

dl  Melnkukan koordinasi dengan/antar  seluruhb
unsur  pengamanan lain selama  berlangsung
penguwalan berjalan kaki.

2l Tahap pelaksanaan pengawalan dengan kendaraan
bermotor meliputi:
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al Kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak
pada posisi berjaiar di barisan belakang;
bl  Pejabat [VIP sudah berada didalam kendaraan dan
sinp menenma laporan kesiapan dan pengawal;
¢) Komandan Operasi menuu ke  ajudan
menyampaikan laparan siap  melakukan
pengawalan;
dl Kendarsan bermotor berjajar dengan kendaraan
bermaortor Ininnya Beranghatl menuju tujuan;
¢ Selama perjalanan lampy dinvalakan dan sirine
hidup [bila diperlukan);
0 Tiba di tujuan:
(1) Sebelum berhenti berikan tanda/ isynrat
pelan; dan
(2) Berhenti dan parkir ditempat vang aman.
gl Selesal acara akan kembali ke kantor
|1) Kendaraan bermotor telah siap; dan
(2) Komandan Operasi laporan ke ajudan siap
pengawalan, selanjutnya pengawalan sama
_ dengan wakiu perjalanan menuju tujuan,
h) Tiba di kantor: _
Setelah kendardan bermotor di parkir, Komandan
Operasi lnporan kepada ajudan bahwa pengawalan
telah selesail dilaksanakan,
c. Pelaporan
Tahap pelnporan dilakukan setelah pelaksanaan pengawalan
selesal. Proses pelaporan dilakukan melalui
pengarsipan/pendokumentasian  berkas serin  'membuat
laporan hasil kegintan yang ditandatangani oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepada kepala daerah. Terbadap
kejadian vang memerlukan tindakan segera, laporan dibust
sccara langsung secara berjenjang.
Laporan vang Wwluh ditandatangani Kepala Satpol PP
disampaikion kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalul Sistem Infarmasi Pelaporan (S1P) Satpol
PP,

3. RKeterkaitan
SOP Pengawalan terkait dengan SOP Deteksi dan Cegah Dini, SOP
Patroli, dan SOP Pengamanan,
4.  Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
. Penertiban

Ruang Lingkup:

Penertiban adalal suatu tindakan untuk menertibkan dalam
rangkin  peningkatan  ketantan masyarakat terhadap Perda
dan fatau Perkada maupun persturan lam.

Tindakan penertiban dilakukan setelah masyarnkat, kelompok,
maypun badan hukum seclaku pelangzar ndank mematuhi Surat
Pernyataan yang telah ditundatangan: serta tidak mengindahkan
Surat Pernngatan pertumia, Surat Peringatan kedua dan Surat
Peringatan ketiga scsual standar operasional prosedur penegakan
Perda dan /atau Perkada.

Tindakan penertiban bersifat nonyudisial dan basanva dilakukan
dengan cora menghentikan sementara kegiatan vang melanggar
Perda dan/atau Perkada dan peraturan lainnya. Sedunglkan
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putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan
Instans: atau Pejabat yang berwenang.
Penertiban meliputs:

grFTrIASsAn o

tertib tata ruang;

tertib jalan;

rertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
tertib jatur hijau, taman dan tempat umuam;
tertib sungas, salurarn, kolam, dan pinggir pantai;
tertib lingkungan,

tertib temipit usahia dan usaha tertentu;

tertib bangunan;

tertib sosial,

tertib keschatan,

tertib tempat hiburan dan keramaian,

tertib peran serta masyarakat; dan

tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda

masing-masing,
Uralan Prosedur:
Prosedur penertiban dilaksanakan melala tihap  persiupan,
pelaksanaan, dan pelaporan,
a. Persiapan
Tahap persiapan antara lain:

B)

%)

10}

Penetapan waktu, sasaran dan obyek penertiban serta
Jumlah personil yang akan melakukan penertibamn;
Penetapan tempat, bentuk dan metode penertiban;
Penyviapan rencann operasi penertiban;

Penviapan administrasi pelaksanaan:

Pemenksaan kendarann operasional serta seluruh
perlengkapan sesual ketentuan dan petunjuk vang

‘diberikan pimpinan;

Penyiapan perlenghapan pertolongan pertama (P3K] dan
kéndaraan pertolongan darurst/ambulans),
Penvampaian aranhan/ brefing kepada anggota tentang
maksud dan tujuan penertiban, kemungkinan ancamin
vang dihadapl oleh petugus dalam penertiban, sikap
bertindak tegas namun tidak arogan, tidak melakukan
pemukulan/kekerasan  (body  contact), menjunjung
tingei HAM, dan mematuhi perintah pimpinan;
Koordinasi dengan perangkat dacrah dan/atau instansi
terkait termasuk RT/RW dan masvarakal setempat,
serta aparat Keamanan;

Survei lapangan dalam rangka pemantauan situast dan
kondisi; dan

Pemberitahuan kepada masvarakat, kelompok dan
badan hukum yang akan ditertibkan.

b. Pelaksanaan

Tertib tata ruang

8] Mclakukan identifikasi RTRW (Rencana Tata Ruang
Wilayah) dan pemanteuan lapangan  erhadap
pelaksannon  tertib  tata ruang  atas  polensi
terjadinyn pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

bl  Mcolakukan komunikasi dan koordinnsi secara
teraiur clan berkesinambungan:  dengan
Diniss/ Instans: terkait terhadap pelaksanaan tertib

Late runng dan
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4l
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)
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Pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas
terhadap pelanggaraan Perda dan/atau Perkada.

Tertib jnlan

b

al

Melakukan identifikasi dan pemantaunn lapangan
terhadap pelaksanoan tertib julan atas potensi
terjadinya pelanggaran Perda dan/atsu Perkada;
Melakukan komunikasi dan koordinasl secam
Leratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansi  terkait, terhadap pelaksanasn
tertib julan; dan

Pelaksanaati penertiban jalan  oleh  petugns
terhadap pelanggaran Perda dan/atsu Perkada.

Tertib angkiitan jnlan dan angkutan sungai

A

b)

¢)

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
tethadap pelaksanen tertib angkutan jalan dan
angkutan sungai stas  potensi  terjadinya
prlanggaran Perda dan/atau Perkada; dan
Melakukan komunikasi dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanan erub
angkutan jalan dan angkutan sungai.

Pelaksanaan penertiban  angkutsan jalan dan
angkutan  sunga  oleh  petugas  torhoadap
pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Tertib jalur hijau, taman dan tempal umum

n)

by

<)

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan
empat umum atas polens: terjadinya pelanggaran
Perda dan/fatau Perkada:

Melakukan komunikas: dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Tnstanst  lerkait, terhadap pelaksanaan
tertib jalur hijan, taman dan tempat umum; dan
Pelaksansan penertiban jalur hijau, taman dan
tempat umum oleh petugas terhadap pelanggaran
Perda dan /atau Perkada,

Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai

bj

<}

Melakukan dentifikas! dan pemantauan lapangan
werhadap pelaksanaan  tertib  sungal, saluran,
kolam, pingeir pantai atas potensi terjadinya
pelanggaran Perda dan/atau Perkada;

Melakukan komunikasi dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansi  terkait, terhadap pelaksanaan
tertib sungai, saluran, kolam, pinggic panta; dan
Peliaksanaan penertiban sungm, saluran, kolam,
pingeir pantai oleh petugas terhadap pelanggaran
Perda dan /atau Perkada.

Tertib lingkungan

aj

b)

Meiakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan  tertib  lingkungan  atas
potensi terjadinva pelanggaran Perda danjatau
Perkada:

Melakuksan komunikasi dan koordinasi secara
leratur dan berkesinambungan dengan



7

8)

i

10}

11}

<l

- 40 -

Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan
tertib lingkungan; dan

Pelaksanaan penertiban lingkungan oleh petugas
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Terub tempat usaha dan ussha tertentu

)

bj

<l

Mclakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
lerhadap pelaksanuan tertib tempat usaha dan
usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran
Perda dan /atau Perkada;

Melakukan komunikasi dan koordinasi secarn
teratur dan berkesinambungan dengan
Dinas/Instansi  terkait, terhadap peluksanaan
tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan
Pelaksanaan penertiban tempat usaha dan usaha
tertentu oleli petugas terhadap pelanggaran Perda
dan/atay Perkada,

Tertib bangunan

i)

b)

cl

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelaksanaan  tertib bangunan  atas
polensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau
Perkada.;

Melakukan komunikasi dan koordinasi secara
teratur dan berkesinambungan dengan
Mhnas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib
banguinan; dan

Pelaksanaan penertiban bangunan solch petugas
terhadap pelanggarun Perda dan/atau Perkada.

Tertib sosinl

a)

b)

€l

Melakukan identifikasi dan pemantauvan lapangan
terhadap pelaksanaan tertib sesial atas potensi
terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;
Melakulan komunikasi dan koordinosi socara
toratur dan berkesinambungan dengan
Dinas /Instansi terkail terhadap pelaksanasn tertib
sosial; dan

Peluksanaan penertiban  sosinl  oleh  petugas
terhidap pelanpgaran Perda dan/atau Perkada

Tertib keachintan

b)!

€

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap  pelaksanaan  tertib  kesehatan  atas
potensi tepjadinys pelanggaran Perda dan/atau

Perkada;
Melakukan komunikas: dan koordinasi secara

teratur  dan  berkesinambungan  dengan
Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib
keschiitan; dan

Pelaksanaan pencruban keschatan olch petugas
terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.

Tertib tempat hiburan dan keramaun

aj

b

Melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan
terhadap pelnksanoan tertib tempat hiburan dan
keramaian atas potensi tefjadinya pelangearan
Perda dan/fatau Perkuda;g

Melakukan komunikas: dan koordinas: secara

termiur dan berkesinambungan dengan
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13)

14)

15)

16)
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Dinas/ Instans terkait terhadap pelaksanaan tertib

tempat hithmn dan keramaan; dan

¢ Pelaksanaan penertiban  tempat | hiburan  dan
ktramaion olch petugas terhadap pelanggaran
Perda dan/atau Perkada.

Tertth peran seria masyarakat

d) Melakukan identfikasi dan pemantaunn lapangan
werhadap pelaksansan tertih  peran serta
masynrakat atas potensi terjadinva pelungguran
Perdy dan/atau Perkada;

b} Melakukan kKomunikasi can kobrdiviasi secarn
teratur dan berkesinambungan dengan
Dings/Instansi  terkait, terhadap pelaksanaan
tertib peran serta masvarakat; dan

¢} Pelaksanaan p::nnrtﬂ:mn peran serta masyarakiat
oleh petugas terhadap pelangsaran Porda dan/atau
Perkadu.

Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda
masing-masing.
Prosedur dalam  melakukan  identifikasi dan
pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan seluruh
penertiban dilakukan untuk mengetahui kepatuhan
masyarnkat, kelompok, mapun badan hukum terhadap
Surat Pernyataan yang telah ditendatangsn maupun
Surat Penngatan pertama, Surut Peringatan kedua dan
Surat Peringatan ketign dengan jangka waktu vang
ditctapkan berdasarkan standar operasional prosedur
penegakan Perda danj/atau Perkada dan dilakukan
melalu deteksi dini dan cegah dim, pembinansn dan
penvuluhan  serta  pawroli berdasarkan  standar
aperasional prosedur masing-masing.

Prosedur dalam melakukan komunikasi dan koordinasi

sccurn teratur dan berkesinambungan dengun dinas

danfatau instans  terkmit  terhadap  pelaksianaan
scluruh penertiban dilakukan sebellim melaksanakan
penertiban antara lain dengan aparat  keamanan

(TNI/Polri), perangkat daerah dan instansi terkait,

PPNS, serta kecamatan maupun Kelurahan/desa.,

Prosedur dalam pelaksanaan  sclurubh penertiban

terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada atay

peraturan lain dilakukan melalsi langkah-langkah:

4) Membacakan/menvampaikan  Surat  Perintah
Penertiban,

b} Melakukan penutupan /penvegelan.

¢} Apabila ada upava darl masyarakat, kelompok
maupun  badan  hukum yang melakukan
penolakan [ perfawanan terhadap petugns,
dilakukan upaya-upaya:

(1) melakukan negesinsi dan membenkan
pemohaman kepada masvarakat, kelompolk
maupun badan hukum tersebur,

(2] dapat menggunakan mediator (pihak ketiga)
yang dianggap dapat menjembatani upaya
penertiban.

(3) apabila upsaya negosiasi dan  mediasi
mengalami  alan  bunwi, maka  petugas
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melakukan tindakan /upaya paksa penertiban
(sebagai langkah terakhin,

dl Apabila menghadapi masyarakat. kelompok
maupun badan hukum yang memberikan
perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka
langkah langkah vang dilakukan adalah:

(1] Menahan din untuk melakukan konsolidast
sambil memperhatikan perintah lebih lanjut

(2) Mengamankan pihnk yang memprovokaisi

(3) Melakukan tindskar bela  difl  untuk
mencegah korban ke dua belah pihak,

4) Petugas (etap bersikap tegas untuk
melakukan penertiban.

(5} Apabila  perlawanan dari masvarakat
mengancam kesélamatan jiwa petugas seria
berpotensi menimbulkan konflik vang lebih
luas diadakan konsolidasi secepatnva dan
menungey perintah pimpinan lebih lanjut

(6} RKomandan Pasukan operasi penertiban,
sesudi dengan situasi dan kondisi di lapangan
berhak untuk melanjutkan atau
menghentikan operasi penertiban.

(7] Melakukan advokasi dan bantuan hukum.

(8l Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang
telah dilakukan dan rencana tindak lebih

lamjat.
Pelaporan
Tahap pelaporan dilakukan seiclah pelaksanaan penertiban
selesi. Proses pelaporan dilukukan melalui

pengarsipan/ pendokumentasian  berkas serta  membuat
laporan hasil kegistan vang ditandatangant oleh Kepala
Satpol PP dan disampaikan kepads kepala daerah. Terhadap
kejndian vang memerlukan tindakan segera, laporan dibuat
secara langsung secara berjenjang.

Laporan yang telah dilandatangani Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
Kewilayahan melalui Sistem Informasi Pelaporan (SIP) Satpal
PP

3. Keterkaitan
SOP Penertiban terkait dengan SOP Penegakan Perda Nonyustisial
dan Yustisial, SOP Pencgakan Perkada, SOP Deteksi Dini dan
Cegah Dini, SOP Patroli, dan SOP Pengamanan,

4. Kendaraan dan Perlengkapan Operasional
Sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

J.  Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
1.  Ruang Lingkup:

a.

Unjuk rasa:

Kegatan yang  dilakukan scscorang atau lebih untuk
mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainyva
secara demonstratd dimuka umum vang berkaitan dengan
Perda, Perkadn, kebijgkan Pemermtah, dan  kebgakan
lainnya vang lerkait dengan Pemerintah.

Uinjuk rasa dapat berups demonstrast, pawal, rapal wmuam,
atsupumn  muimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah
diberitahukan terlebih dahulu kepadn pihok Kepolisian.
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Selamjutnyn dan pihak Kepohsian membentahukan kepads
Kepala Satpol PP setempat.
Kerusuhsn massa:
Suatu situnst kacau, rusuh dan kekacagan, vang dilakukan
olch sescorang maupun kelompok massa berupa tindakan
anarki yang membahayvakan kesclamatan jiwa, harta dun
bBendu seperti tindakan kekerosan, penprusakan fasilitas
umum, aset daerah dan rumah ibadah sesiiai dengan
ketentuan péruturan perundang-undangan.

Keadaan vang dikategoriknn kerusuhan massa adalah:

1}  Massa perusuby dinila telah melakukan tindakan vang
sangal  ‘mengganggu  keétertiban umum  dan
ketenteraman masyarakat scrta molakukan kekerasan
yang membshayakan kesclamatan jiwa, hana dan
benda antara lain:
al Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerniniah;
b} Melakukan pembakaran bende-benda  yang

mengakibatkan terganggunva arus lalu lintas; dan
¢ Melakukan kekerasan terhadap omang/masyarakal
lain,

2} Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang
melawan perintah petugas/aparal pengamanan antara

linin:

a) Melewati gans batas yong telah diberikan petugas:
dan

bl Mefakukan tindakan kekerasan/anarkes kepada
petugns pengamanan.

Uraian Prosedur:
Prosedur penanganan unjuk rasa dan Kerusuban massa
dilaksanskan melalin tahap persiapan, polaksanaan, dan

pelaporan.

a. Persiapan
Tahap persiapan antata lain dilakukan melalui lengkah-
langkah:

1) Penctapan waktl, sasaran dan obvek vang akan
dilakukan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan
massa serta jumlah personil vang akan melakukan
penangAanan;

2} Penetapan tempat, bentuk dan metode penanganan
unjuk rasa dan kerusuhan massa;

J)  Penyiapan administrasi pelaksanaan;

4) Pemenksaan kendaraan operasional serta scluruh
periengkapan sesusi kKetentuan dan petunjuk yang
dibenkan pimpinan;

50  Penyampaian arabhan/ brnefing kepatln anggota tentang
maksud dan tujuan penonganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa termasuk kemunghinan ancaman
vang dihadam oleh pelugas;

6] Melakukan koordinasi denogan perangkat  doecrah
dan/atau mstanst lerkait dan aparat keamanan, dan

71 Melakukan identifikas: dan pemantacan lapangan.

Pelaksanaan

1] Tahap pelaksansan penanganan urjuk rasa dilakukan
melalul langkah-langkal:

a) Menyviapkan personil Pol PP sesum dengan rasio
jumlah massa vang melakukan unjuk rnsa;
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b) Melakukan apel persiapan pelaksanaan;

¢} Mengamankan asct dacrah yang dilalui pengunjuk
FaRG,

di Mengantisipasi polensi  tindakan  anorki  oleh
penguniuk rasa;

el Saipol PP bersama porangkat dacrah danjatau
mstans: {erkait membanty aparal  keamanan
memisahkan pengunjuk rasa  dengon  massa
penanton;

Il Sawpol PP sifminyvae membantiy aparat keamanan
dalani penanganan urdjuk msa dan melakukat
tindakan sesual hasil koordinasi dengan pihalk
Keamanan;

gl Selama proses  peninganan unjuk rEsa
berlangsung, anggota Satpol PP berada pada
barisan  kedua atau belakang dari  apamt
keamanan (TNT/ Polri);

h| Satpol PP bersama prrangkat dacrah dan/atau
instansi terkait serta aparat keamanan melakukan
negosiasi dengan cara simpatik, berwibawa dan
tanpa pemaksaan kehendak:

i} Satpol PP bersama perangkat daerah dan/atau
instansi  terkait  serta aparat | keamanan
memnndaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa;

il Satpol PP bersama perangkat daetah dan/itau
nstansi terkait serta aparat keamanan melakukan
upays penyelesaian aks unjuk rasa; dan

ki Twiek melakukean tindakan diluar kendah
pimpinan apangan.

2) Tahap pelaksanain penamganan kerusuhan massa
dilakukan melalu langkah-langkah:

4] Melakukan komunikasi dan koordinas: dengan
perangkat dacrah dan/dtau instansi lerkait serta
aparat  keamanan  lerhadap  pelaksahaan
penangsnan kerusuhan massa;

bl Menviapkan bantuan personil anggota Satpol PP
scsual dengan rasgio jumlanh masss yang melakikan
kerusuhan massa,

¢} Mengamankan aset daerah;

d] Satpol PP sifatnva membantu aparat keamanan
dalam penanganan  Kerusuhan  massa  dan
‘melakukan tindakan berdasarkan hasil koordinasi
dengan mhak keamanan;

¢)] Selama proses penanganan kerusuhan massa
berlangsung, angeota Satpol PP berada pada
barisan  kedua atau belakang dan  aparat
keamanan (TNI/ Polr); dan

il Tdak melakukan tindakan dilnar kendali
pimpinan lapangan.

Pelaporan

Tahap  peclaporan  dilakukan  sctelnh  pelaksanaan
penanganan unjuk rasa don kerusuhan massa sclesan.
Proses pelaporan dilakukan melaiu
pengarsipan / pendokumentasian  berlkas serta  membuat
laporan hasil kegiatan vang ditandatangani oleh Kepals
Satpol PP dan disampaikan kepads kepala daerah. Terhadap
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kemdian yang memerlukan tindakan segers. laporan dibuat
secam langsung secara berjenjang.

Laporan yang tclah ditandatangami Kepala Satpol PP
disampaikan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi
hewiavahan melalu Sistem: Informasi Pelaperon (S1P) Sawpol

S0P Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa terkait
dengan SOP Deteksi Dini dan Cegib Dini, SOP Patroli, SOP
Pengaméanan, dan SOP Pengnwalan.

4.  Rendarasn dan Perlengkapan Operasioial
Sesuil dengan keterituan peraluran perundiang-undangun.

FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

ROP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN EUFP.T!..'W!LLI KOTA. .

NOMOR ..
WHTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLIS! PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa berdasarkan dugasn pelanggaran kode ctik Polisi
Pamong Praja yang dilakukan oleh Sdr. ......oovvvvenin NIP
............. pangkat ............. jabatan ., perio
dibertuk Majelis Kode Etik Polisi Pﬂ.runng P'raja

bahwa dalam rangka pembentukan Majelis Kode Enlk
Palisi Pemong Praja scbagnimans dimaksud pada huoraf
a, perlu menetapkan keputusan gubernur atiau
keputiysan bupati/wali kota. __tentang Pembentukan
Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Neg#ra [Lembaran Negarn Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negam
Republik Indonesia Nomor 3041);

Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2014 ventang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran: Negara Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Namor 5587) sebagaimiana
telah beberapa kali diubah terakhir dengun Undang.
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daernh  [Lembaran Neégara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); '
Peraturnn Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 entang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205),

Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor. ... LeNANg. .. .....u... Standar Operasi  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yth:

Praja;
MEMUTUSKAN:

Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susunan keanggotaan scbhagal benkut:
1. Nama :

NIP

Pangkit

Jabatan -

Uniit Kerja ;

Mujtlis Kode Etik Polisi Pamong Praju sebagaimuna dimaksud
pade Diktumn KESATU mempunyai tugas dan wewenang
sehagdl berileut:

Tugas:

3. dst

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bersifar ad hoc dan bertugas mulai
tanggal ditctapkan sampai dengan terbitnyan  keputusan
gubernur atan keputusan bupati/wali kota...... tentang
penelapan  sanks) kepada Polismm Pamong Praja vang
melakukan pelanggaran kode cuk.

Keputusan ini mulal beriaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di..........ccoeeeen
Pada tanggal.......oovveririns
Kepala Daerah

MMA_ et
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IV. FORMAT PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLIS! PAMONG PRAJA

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/ WALI KOTA..........

NOMOR .. T
"I'EIH TEHG

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

Menimbang

Mengingat

Menctapkan
KESATU

KEDUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa berdasarkan dugaan pc[nnggumn kode ctik Polisi
Pamong Praja yang dilakukan oleh Sdr. . ....NIP
pangkatl .............. jabatan ..., pcrlu
d:bcntuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja;
bahwy dalam rangka pembentukan Malelis Kode Etik
Polisi Pamong Praja scbagaimana dimaksud pada huruf
8, periu menetapkan  Keputusan  gubernur  atau
keputusan bupati/wall kota......tentang Pembentukan
Majelis Kode Etik Poliss Pamong Praga;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 wentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negnra Republik Tndonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 304 1),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lenlang
Pemerintahan Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambuahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubsh terakhir dengan Peraturan
Pemerintah-Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tehun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negira Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menten Dalam Negeri
Nomor ... lentang............ Standar Operas:  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamiong
Prajn;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja dengan
susupan keanggotaan sebagai berikut: '
l. Nama

2.

NIP
Panglkat
Jabatan
Unit Kerja

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
pada Diktum KESATU mempunyiai tugas dan wewenang



KETIGA

KEEMPAT

Tembusan Yih:

Il Lt TS N T

-------------------

schagal benkut:
Tugas:

Majelis Kode Etik Polisi Pamong Prija sebapaimana dimaksud
pada Diktum KESATU bersifat ad hoc dan bertugas mulai
tangpal ditetapkan sampai dengan tlerbitnya keputusan
gubernur atau Keputusan bupati/wali kota..... tentang
penetapan  sanksi  kepada  Polisi Pamong Praja  yang
melakukan pelanggaran kode etik,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di.......ooooonienn

Pada wnggal......... A shead
a.n Kepala Dacrah

Kepala Satuan Polisi Pamong

FERI. (i iieidnaii
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FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

KOP SURAT

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
PETUGAS TINDAK INTERNAL {FTI]
NOMOR ..

Pada hari b ommggal. bulan........tahun.............., sAVA yang
bernama.... ... NIP... pangkat.......... jabatan,..

berdasarkan Rmnnngan muui keputusan gubernur nmu kﬂpummm
bupatijwall kota......lentang Pembentukan Petugas Tindak Internal

['P’l‘il...........Humur..,..,..Tahun...........m.,ar:rtn Surat Tugas
NOMOL. ... 0eese- tangeal.......... tahun..........,telah  molakukan pemeriksaan
terhadap:

Nama ’

21 1 2 R
hﬂ.gkal + = T §

Jabatan T R R LE P e R PP T T e AT S A 3
Bidang/unit In::;:a

Sebagai.... rl*crdugngﬂkm Pr:hp-urf Snkni lmnl dalum dugmm pelanggﬂrﬂn
Kode Eﬂk HIBE T  ciiiiisiosissiniins berdasarikan laporan dan/atau

pengaduan masvarakat atau Pol PP

Yang bersangkutan dimintakan keterangan berdasarkan pertanyasn-
pertanyaan dan memberikan jawaban sebagai berikur:

LJ L]
1. Perianyaan e S e 1 s e Y O A R e T e 2
)
Jdawaban :
: Al el B N e g Tap o S o e S T T
L)
. : N Ty P R, T TR DO T T e e
2. Permanvaan :
Jawaban -
e e i L e R e T R e T
3. Dan Seterusnva, ... T e .

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuai dengan scsungpuhnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Yang diperiksn Pemeriksa

Nama . ST i bt TEi Nama T L e N e
NIP B e P T T T NIP

Jabatan B A S Jahatan

Tanda INEAN & ...l e Tanda Angun & .o ireceenrrees
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Vi. FORMAT SURAT PEMANGGILAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG
PRAJA

KOP SURAT

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
(0] (8] 2 SR —
Bersuma ini diminta dengen hormat kehadiran Saudara;

Narmin e e e T e
NIP R EpE Ny Ry S Pl T 1SS I T I PP RS TSN .
Pangkat et R IR AR R Bt e
B P
untuk hadir pada persidangan Majelis Kode Etik Polisi Pamong
PrRfR. . oocivosisiven .+ pada:

Han - T T N LA AL AR bS k  e h e A  EH r
Tanggal
Jam B s R e R DT S SN Ve s T A a LT a b A L d e b b e
dalam rungka permuntaan keterangan terhadap dugasn pelangearan
kode ctik Polisi Pamong Praja sesum ketentuan Peraturan Menterd
Dialam Negeri Nomor ... RETIERPHEE <k v L N SN e e L

2. Demikian untuk dilnksanakan.

Ketui /Sekretaris,
Majelis Kode Etik Pol PP
Satuan Polisi Pamang
Praja.............

Tembusan Yth:
) IR,
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FORMAT TATA CARA PERSIDANGAN MAJELIS KODE ETIK POLISI
PAMONG PRAJA

o

10,

12.
13.

14.

TATA CARA PERSIDANGAN
MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

Anggota Majelis Kode Etik mengambil tempat yang telah ditentukan di

ruangan sidang.

Ketun Majelis Kode Etik membuka sidang dengan mengucapkan “salam®

dilanjutkan dengan kalimat: “Pada hari ind mnggal ....... bulan

oo tahun . sidang Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja

memeriksa dugnan pelanggaran kode etik Polisi Parmng Praja atas

nami ......., Pangkat ....... NIP ... . Jabatan . Etdangfl.lmt Kerja
. dengan resmi dibuks dan terbuka untuk umum® ditkuti dengan

kﬂulmn palu 3 (tiga) kali.

Ketua Majelis Kode Etik memerintahkan Sekretaris untuk memangml

Polisi Pamong Praja vang didugs melakukan pelanggaran kode etilc agar

memasuki ruangan sidang (dalam pelaksanaannya Sekretaris dapat
meminta bantuan kepada petugas yang ditunjuk),

Ketua Majelis Kode Etik menanvakan identitas Polisi Pamong Praja vang
diduga melakukan pelanggaran kode etik tentang nama lengkap, umur,
pangkat, NIP, jabatan dan bidang/unit kerja sesuai data vang ada pada
berkas perkam.

hetun Majelis Kode Etk memenntabkan Sekretaris. membacakan
tuntutan terhadap Terduga.

KRetun Majelis Kode Euk mengatur mekanisme pemerniksaan dalam
sidang.

Apabila pertanvaan anggota Majelis Kode Ettk ndak dijawab oleh Polisi
Pamong Priga vang diduga melakukan pelanggaran kode etik, muaka
Ketus Majelis Kode Etik tetap meneruskan sidang  serta
mempermgatkan Paolist Pamong Praja yang diduga melakukan
pelanggaran kode etik bahiwa hal itu dapat merugilan divinva sendiri,
Apabila persidangan perlu’ ditunida, maoka Ketua Majelis Kode Etik
menvatakan “Sidang ditunda dan skan dilanjutkan pada hari ... -
tangeal ......., bulan ......., nhun ..., jam ....... bertempat oi .......7,
ditkun dengan ketukan palu | (satu) kali.

Ketun Majelis Kode Etik melanjutkan persidangan dengian menyatakan:
"Sidang dilanjutkan kembali™, diikuti dengan ketukan palu 1 (satu) kali.
Apabila pemeriksaan vang dilaksanakan oleh Majells Kode Etik telah
dianggap cukup, maka Ketua Majelis Kode Etik memberikan
kesempatan kepada Polisi Pamong Prajn yang didugs melakukan
pelanggaran kode elik untuk menvampaikan pembelaan dirfl secars
lisan / tertulis,

Putusan sidang Majchis Kode Etik diamtnl secara musyawarah mufakat
dan bersifat terbatas serta ditandatangani oleh Ketua Majelis Kode Etik
beserta seluruh anggota,

Bentuk Keputusan Majelis Kode Etik sesuai format terlampir.
Keputusan Majclis Rode Etik dibacakan dan disampaikan kepada Polis:
Pamong Praja vang diduga mnla'l:ukan pelanggaran kode etik oleh Ketua
Majelis Kode Etk dalam

Apabila Ketua Majelis Kode Eukm-mg;ungnp proses pemeriksaan dalam
sidang Majelis Kode Etik telah selesai selurubnya, maka Ketun Majelis
Kode Eiik menutup sidang dengan menvatakan: *Sidang Majelis vang
memeriksa Terduga, nama ... s panghat ... o NEP Lo Jubaintan ha s,
bidang/unit kerja ..., dengan resmi divarup®, diikuti dengan ketukan

paclu 3 (tiga) kali.
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VIII. FORMAT KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA

KOP SURAT
KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK POLIS! PAMONG PRAJA
PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA...
NOMOR .. e
'I'EHTAHG
DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK POLISI PAMONG PRAJA
ATAS NAMA.........
1. Pada hari ... tanggal . bulan,....1ahun, . Majelis Kode Etik Polisi
Pamong Praja tﬂuh melakukan persiﬂunﬁun untuk memeriksa Saudarn:
Nams: } -
Pungkat (I Ry Y A U IR S OLRETRIS) | (VTP T W TRy | PR e LS
Jabatan P LY e TR P P SR A PPy 2 PYRIORRA *  TT TR o A =
Unit kerju

2. Dalam p-rrﬂiﬂnnml.n berdisurkan pﬂm:!ﬂkmn tcrl'mdnp ﬂﬂkm mkm d!m
barang buku. vang bersangkutnn terbukti/tidak terbukt (sebutkan salal
satu) melakuloin pelanpgaran kode etik berupa (i, |setnatkan
Jenis peflangogaran kode etik secara lengkap) dan diduga/tidak diduga
[sebutkan salah satu) meiakikan pelanggaran disiplin pegawai negert sipil
berupa., .. (sebutkan secara lengkup apabila ada pelanggaran disiplon

pegawal negen synl sesual peraturan perundang-undangan.

3. Berdasarkan hasil mosyowarah mufakat/suara terbanvak/Keputusan
Ketua (pith salah saiu berdasarkan kesspakatani Majels Kode Etik,

kepada yang bersangkutan diputuskan wntuk:

a. twrhadap pelanggaran Kode Etik Polizi Pamong Praje, dikenakan

sanksi berupa...... | sebutkan secara lengkap jenis sanksinyal.

b.  terhadap dugaan pelanggaran disiplin | pegawai  negen  sipil,
disampaikan kepada porangkat daersh  yang  membidang

kepegawaian untuk diproses lanjut

4.  Demikian Keputusan Majelis Kode Etik Polisi Pamong Prajas untuk
digunakan schngaimann mestinya  =csuai  peraturan  perundang-

undangan,

Tembusan Yih:
tl IE R EE R E SR IS R R R E RS 2
2' PRI bFARERER S
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IX. FORMAT PENETAPAN SANKS] ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

ROP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/WALI KOTA.........

NOMOR .. o
TEHTAHG

PENETAPAN SANKSI] ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLISI PAMONG PRAJA ATAS NAMA. ...

Menimbang

Mengingat

Meneciapkan
KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: A, Bahwa berdasarkan keputusan  gubernur  atau

1.

Keputusan bupati /wali kota...........
Nomor....... Tahun.......... tentang Pembentukan Majelis
Kode Etik Polisi Pamang Praja.....;

bahwa Majelis Kode Edk Polisi Pamong Praja telah
melakukan persidangan atas duguan pn:lanﬂqamn kt_:nd'r:
etik vang dilakukan oleh Saudara | iNIP...
Jabatan .. ...Unit Kerja...

bahwa 'Mnjr:hs hudc Euk Fnlm annng Prn,}a tetah
menetapkan Keputusan Nomor....... Tanhun....tentang....
bahwa  berdasarkan peﬂimhang:m nehagairmna
dimaksud pada huruf a, burufl h, dan huruf ¢ perlu
menctapkan keputusan gubernur atau  kepulusan
bupat/wah kota.....tentang Penctapan Sonksi Auss
Pelanggaran Kode FEtik Polisi Pamong Prga Aws
Nama....;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 rentang Aparatur
Sipl Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahuri Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Nomor 304 1);

Undung-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesm Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menten Dalam Negeri

Nomor......len@ng. ... Standar Operasi  Proscdur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong
Praji;

MEMUTUSKAN:

Menvatakan Eaudam
Namn
NIP



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yih:

Pangkat

Jabatan

Unit Kerja -

Terbukti melanggar Kode Etik Polisi Pamong  Praja
berupa........ sebagaimana ditentukan dalnm
Pasal.....Peraturan Menter: Dalam Negeri
Nomor.....Tahun....tentang.......

: Nama terscbut pada Diktum KESATU diberikan sanksi

berupa... .

: Pelaksanain sanksi sebagaimana pada Diktum KEDUA

dilaksanakan selambat-lambatnya 3 [tiga]l hari setelah
Keputusan inl diterima yang bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada vang bersangkutan
untuk diindalkan dan dilaksanakan sehagaimana
mestinya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Bitetapkan di.........c..ooenn
Pada tanggal..........cconneies

Kepala Daerah

=g 5 = 5
NIF"-++|-—l|-!+-|1-l-l—-|+i+-rl-r-|+-r [ s T T Ty
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X, FORMAT PENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

KOP SURAT

KEPUTUSAN GUBERNUR ATAU KEPUTUSAN BUPATI/ WALl KOTA..........

NOMOR -.ci.ooivivniiis i
TENTANG

PFENETAPAN SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLIST PAMONG PRAJA ATAS NAMA ...

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

EEl
=

bahwa berdasarkan keputusan  gubernur  atau
keplitusan bupati / wali kota...........
Nomor.,......Talun.......... tentang Pembentukan  Majelis
Kode Etik Polisi Pamong Praja.....;
bahwa Majelis Kode Etik Polisi Pamong Praja telah
melaktkan persidangan atas dugaan pelanggarin kode
elik yang dilakukan ecleh Saudara ............ NIP....... T
Jabatan . ...c..o.s Unit Kerja..,
baliva Majelis Kode Etik Puhsl Pam:mg ijn telah
menetapkan Keputusan Nomor.,..... Tahun....tentang.. .
bahwa  berdasarkan  pertimbangan nebﬂgainmna
dimaksud pada huraf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu
menctapkan  keputusan  gubernur  atou  keputusan
bupati/wall kota.....tentang Penetapan Sanksi Atas
Pelanggaran Kode Etik Polist Pamong Praja Atas
Nama....;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 304 1),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kall diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedun
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerab  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negiara Republik Indonesia Nomor 5679);
Persturan Pemenntah Nomor 16 Tabun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praga (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tehun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran
Negaru Repubiik Indonesia Nomor 6205);
Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor. ... tentang. ... Standar Operast  Prosedur
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Euk Polis: Pamong
Praja;

MEMUTUSKAN:

Menvatakan s.srudnn;
Nami :

NIP



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan Yith:

Pangkat

-.lﬂbﬂl.ﬂn

Unit Kerja -

Terbukti melanggar Kode Euk Polist Pamong  Pram
berupa....,...sebagaimana ditentukan dalam
Pasal.....Peraturan Menten Dalam Nepen
Nomor.....Tahun.....tentang.......

Nama terscbur pada Diktum KESATU diberikan sanksi
berapa: .

Pelaksanaan sanksi sebugaimana pada Diktum KEDUA
dilaksanakan sclambat-lambatnyn 3 [tign) hari setelah
Keputusan inj diterima vang bersangkutan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk ditndiahkan dan dilaksanukan scbhagaimana mestinya.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di .....ccocorrviesene
Pada tanggal ..........oiin

a.n Kepala Daerah
Kt-p__aia Satuin Polisi Pamong
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X1. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN SANKSI

KROP SURAT

BERITA ACARA
PELAKSANAAN SANKS] ATAS PELANGGARAN KODE ETIK
POLIST PAMONG FRAJA ATAS NAMA. ..

Pada hari ini ............, tanggal ... bulan ..........-.. tahun ,...... gAVH!

Nama B e e T
NIP G NEiaarsaepsasIReratEe I A
LR O RAIIHE ) o st et et e I T P T LI P Pt ST oTar Eu T SRSt
Jabhatan
UIEREEIE. = 00 ermersansderenn st s st e M R TN Y T
telah. melaksanakan sanksi berupa...... o s-SefUal  keputusan
gubernur atau keputusan bupati/wali kota ... NOmOT ..ovvrieee. tADEERAD
.......... tentang Penetapan sanksi Atas Pelanggaran Kode Etik Puhm Pamaong.
Praja Atas Nama. . _

Pelaksanaan sanksi oleh........ixlah dilakukan dengan sebaik-baitknya pada
tanggal,....bulan..tabhun. . bertempat dic..oo. dengan  disaksikan para

pihaic:

:
M 3 - Saiieved i AT B SRR TR e e i
NP :
n, - WMEFEpEFEFIFSESYE YRR R TR A RRE R R EFRE R YA PR REe R Rt R R AaaRd i bR EaddEdAald AR RGeS B EE
Pangkat )/ Gol Ruang it bt i e A ta aa  Ld wA NA LT a T e
Jabatan O I 70 AT PR R R Pyt s Py s P Py DL FT W TT P T FYTTock & ¢ 1%
.

i

Unit kerja E| N e e ek e s L e iR T

#
5
NIP e o e
Pan L/GolR -
L L LA e R L O e Ll L
-
:
Jabatan

Unit kerja 1 e pss essstsresst oAttt
Demikian Berits Acara Pelaksanaan Sanksi atas Pelanggarun Kode Etik Polis

Pamong Praja ini dibuat untuk diketalu sebagaimana mestinya dan menjodi
bahan pembinaan dan evaluasi bagi yang bersangkutan.

Yang mei&kumw}mn Saksi
Narmu - Nama

NiP i NP
Tanda Tangan y Tanda Tangan

MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA,
tted
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN




